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ABSTRAK  Tesis ini berjudul Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengelola kawasan perbatasan Darat Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tinjauan  siya>sah dustu<riah  (Studi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, bagaimana kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam mengelola kawasan perbatasan. Kedua, kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara perspektif  siya>sah dustu<riyah Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif  atau dogmatik dengan menggunakan dua pendekatan yakni perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur terkait kewenangan  pengelolaan kawasan perbatasan darat. Pendekatan kasus digunakan dalam rangka memahami permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan darat di desa Temajuk Kecamatan Paloh,Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis berdasarkan teori siya>sah dustu<riyah dengan menggunakan metode induktif  karena menganalisis melalui penalaran dari bentuk yang khusus untuk mencapai suatu bentuk umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengelolaan kawasan perbatasan darat  tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Terlihat dari masih terjadinya berbagai permasalahan di kawasan perbatasan darat di desa Temajuk kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:pertama, belum di bentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang berdampak pada sulitnya proses koordinasi dari pusat ke daerah. Kedua, keterbatasan anggaran. Jika ditinjau dari respektif siya>sah dustu<riyah, antara kewenangan dalam mengelola kawasan perbatasan dalam konteks konstitusi negara Indonesia dan sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda. Meskipun keduanya mempunyai kewenangan yang sama yakni dalam mengelola wilayah negara. Kesimpulan yang bisa diambil ialah kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Saran yang diberikan adalah sebaiknya BNPP membentuk Badan Pengelola Perbatasan  Daerah. Selain itu, BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan harus membuat kebijakan yang relevan dengan kondisi kawasan perbatasan agar pembangunan kawasan perbatasan bisa lebih maju dan mampu mengelola wilayah negara sebagaimana yang dijalankan oleh lembaga Diwan dalam ketatanegaraan Islam.  
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   BAB I PENDAHULUAN   A. Latar Belakang  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Dari banyaknya pulau, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap1. Luasnya wilayah kedaulatan mengharuskannya memiliki landasan hukum yang kuat terkait eksistensi wilayah negara dan kawasan perbatasan.2 Wilayah Indonesia memiliki perbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut3 yang  penentuannya di tetapkan atas perjanjian bilateral dan atau trilateral.4 Menurut Pasal 6 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara5 batasan negara Indonesia di bagian darat berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste.6 Sedangkan di laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu Australia, Filipina, India, Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timur Leste dan Vietnam.7                                                  1 Isran Noor, Jaga Integritas Indonesia, (Jakarta:Bangun Indonesia Press, 2013), 3. 2 Hadi Waluyo, “Mempertahankan Kedaulatan: Pulau-Pulau Terdepan Di Wilayah Daratan NKRI” Jurnal Yudhagama No. 70 Tahun XXVI (Maret tahun 2016), 8. 3 Ane Permatasari, “Otonomi Khusus Daerah Perbatasan,Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia”, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 2, (Desember 2014), Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, 226. 4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang  Wilayah Negara,. 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925 6 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang  Wilayah Negara. 7 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 































2  Sebagai negara hukum8 menjaga wilayah kedaulatan negara sudah di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.  Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya di tetapkan dengan Undang-Undang”.9 Batas wilayah negara sebagaimana di maksud dalam pasal 25A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:10 1. Pengaturan suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Desentralisasi11 pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia 4. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Ketentuan dalam Pasal 25 A UUD 1945 menurut Titik Triwulan Tutik menegaskan bahwa adanya wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara, yang di rumuskan dengan dengan menjelaskan kondisi wilayahnya.12Dengan demikian akan mempermudah mengetahui kondisi wilayahnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur wilayah negara                                                  8 Konsep Negara hukum terbagi menjadi dua, yaitu: rechstaat dan rule of law. Lihat Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD, (Jakarta:Cerdas Pustaka Publisher, 2008), 71-74. 9 Pasal 25A UUD 1945. 10 Penjelasan UU No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bagian umum. 11 Menurut Hoogerwarf desentralisasi di artikan sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang kedudukannya lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (regelendaad) dan bidang pemerintahan (bestuursdaad). Lihat Jimly Assidiqi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, (Jakarta:Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 26-27.  12 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok, Prenadamedia Group, 2017),676. 































3  adalah membentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.  Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  di harapkan tidak akan terjadi disharmonisasi  dalam hubungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola sikap dan tindak dalam menjaga wilayah negara.13 Adanya UU wilayah  negara menjadi acuan dalam regulasi kewilayahan secara nasional, antara lain mengenai perairan, daratan/tanah, udara, ruang dan sumber kekayaan alam serta lingkungannya. Sehingga mampu  menegakan kedaulatan dan hak-hak berdaulat serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara.  Secara umum pokok pikiran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, antara lain:14 1. Ruang lingkup wilayah negara, meliputi wilayah darat, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 2. Hak-hak berdaulat negara republik Indonesia di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta hak pengawasan di zona tambahan. 3. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. 4. Kelembagaan yang di beri kewenangan melakukan penanganan kawasan perbatasan.  Aturan mengenai kawasan perbatasan sangat di perlukan di negara Indonesia. Mengingat wilayah negara yang memiliki beberapa kawasan perbatasan. Berdasarkan data yang di rilis Direktorat Kawasan Khusus Daerah                                                  13 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),29. 14 Ibid., 78-80. 































4  Tertinggal Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2015 bahwa Indonesia memiliki kawasan perbatasan di 43 kabupaten yang tersebar dalam 13 provinsi. Tabel 1. 1. Kawasan Perbatasan di Wilayah Negara Indonesia No Provinsi Kabupaten 1 Aceh Aceh Besar, Kota Sabang 2 Riau Rokan Hilir, kota Dumai, Bengkalis, Kep. Meranti, Pelalawan 3 Kepri Karimun, Kota Batam, Bintan, Kep. Anambas, Natuna 4 Sumut Serdang Begadai 5 NTT Kota Kupang, Timor tengah utara, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka 6 Kal-Bar Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau,Sintang 7 Kal-Ut Nunukan, Malinau 8 Sul-Ut Kepulauan Sangihe, Kep. Talud 9 Maluku Maluku Tenggara Barat, Kep. Aru, Maluku Barat Daya 10 Maluku Utara Pulau Morotai 11 Papua Keerom. Pegunungan Bintang, Supiori, Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel 12 Papua Barat Raja Ampat    (Sumber: Imas Sholihah, “Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi”, Jurnal Rechtsvinding,Vol 5 No. 3, Desember 2016).  Berdasarkan tabel terlihat bahwa di provinsi Kalimantan Barat memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal ini menjadikan provinsi Kalimantan Barat mendapat harus perhatian dari pemerintah pusat. Mengingat kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan dari suatu negara. Penanganannya harus maksimal agar mampu bersaing dengan negara tetangga dan mengatasi berbagai permasalahan/kejahatan yang terjadi di kawasan perbatasan. Salah satu kawasan perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Kabupaten Sambas. kabupaten Sambas memiliki kawasan perbatasan di 































5  dua kecamatan yaitu Kecamatan Paloh (Desa Temajuk) dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Arok).15  Peta 1.1. Peta Perbatasan Desa Temajuk, Kec.Paloh dengan Kucing, Sarawak, Malaysia.  (Sumber: www.peta perbatasan Paloh_Malaysia.com.) Letaknya yang jauh dari ibukota serta infrastruktur yang belum memadai, masyarakat desa Temajuk lebih banyak berinteraksi dengan Malaysia. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak di pasok dari Malaysia. Jaraknya yang lebih dekat sehingga tidak memakan waktu dan harga tidak terlalu mahal jika di bandingkan belanja di kecamatan atau kabupaten. Selain itu, pasokan barang masih sangat minim di desa Temajuk.  Realitas di kawasan perbatasan yang mayoritas bergantung pada negara tetangga akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu pengelolaan yang baik dalam pembangunan kawasan perbatasan. Agar kasus kehilangan wilayah                                                  15 Tim Penyusun, Profil Kabupaten Sambas, (Sambas: Pemerintahan Kabupaten Sambas, 2015).8. 































6  negara tidak terulang kembali sebagaimana yang terjadi pada kasus pulau Ligitan, Sempadan yang sekarang sudah menjadi milik Malaysia.16  Pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamantkan kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan daerah pemerintahan kabupaten untuk menjaga dan mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan.17  Usaha pengelolaan kawasan perbatasan di lakukan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagaimana di amanatkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembentukan BNPP selain di pusat, juga di bentuk di provinsi dan kabupaten/kota.18 Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dalam mengelola kawasan perbatasan. Adanya lembaga tersebut di harapkan mampu menjadikan kawasan perbatasan menjadi setara dengan kawasan ibu kota. Sehingga tidak lagi menjadi kawasan “terbelakang” dari berbagai aspek.   Selain membentuk suatu lembaga yang mengatur wilayah perbatasan, dalam rangka menjaga wilayah perbatasan juga melibatkan lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan  negara Indonesia. Sebagaimana di                                                  16 Pada tahun 2002 Simpadan dan Ligitan sudah resmi di caplok oleh Malaysia setelah melalui sidang di mahkamah internasional. Beberapa tahun kemudian permasalahan perbatasan kembali terjadi, yaitu dengan di klaimnya blok ambalat oleh Malaysia. Lihat. Anis Baswedan, Dkk, “Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia”, Jurnal Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi,Hukum, Politik, Dan Sosial,  Vol. V No. 6, (Oktober 2010), 2. Lihat juga Isran Noor, Jaga Integritas Indonesia,...,4-5. 17 Lihat pasal 10,11 dan 12.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  18 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 































7  amanatkan dalam Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “usaha pertahanan dan keamanan negara di laksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”19 TNI dan polisi memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah negara Indonesia.  Senada dengan pasal 6 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa TNI berfungsi sebagai pangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.20 Sehingga di bentuk tim khusus yang menjaga wilayah perbatasan yaitu TNI (Pamtas) yang bertugas menjaga kawasan perbatasan. Pamtas  melakukan patroli patok batas baik di darat maupun di laut guna memastikan wilayah kedaulatan negara Indonesia masih utuh.  Dengan demikian di harapkan bisa menjaga dan mempertahankan dan keamanan wilayah perbatasan dari ancaman negara tetangga.  Pentingnya menjaga wilayah negara juga di atur dalam siyâsah dustûriyyah.21 Semua perangkat pemerintahan bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga wilayah negara. Sebagaimana di sampaikan Al-Mawardi  tugas                                                  19 Pasal 30 Ayat   (2) UUD  Tahun 1945. 20 Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 21 Fiqh Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang secara khusus membahas undang-undang  yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. H.A. Djazuli,Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah, Edisi Revisi (Jakarta:Kencana,2003), 47.Lihat juga  Muhamad Iqbal, Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Prenamedia Group,2014),177.  































8  seorang imam (khalifah) secara umum ada 10, salah satunya  adalah melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan Mu’ahid (orang kafir yang darah dan kehormatannya telah di lindungi oleh Islam).22  Pengaturan tentang menjaga wilayah negara sudah terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  dan siyâsah dustûriyyah. Namun berdasarkan data di lapangan, masih terjadi berbagai permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Temajuk kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo permasalahan di kawasan perbatasan di bagi menjadi dua kategori, di antaranya:23 pertama, permasalahan yang menyangkut kedaulatan bangsa dan negara serta mekanisme pengelolaan wilayah perbatasan. Kedua, permasalahan yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat yang ada di perbatasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengelola kawasan perbatasan yang kemudian di kaji dalam tinjauan siyâsah dustûriyyah. Ketertarikan itu di tuangkan dalam tesis yang dengan judul: “Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Mengelola Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan                                                  22 Lihat Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam, Terj.Kholiffurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta:Qisthi Press,2014),  33-34. 23 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, (Jogjakarta:Graha Ilmu,2011),Xi. 































9  Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Tinjauan Siyâsah Dustûriyyah (Studi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara)”. B. Identifikasi dan Batasan Masalah 1. Identifikasi Masalah  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi acuan dalam pengaturan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Mengingat kawasan perbatasan merupakan daerah yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga belum di kelola dengan maksimal. Selain itu, kawasan perbatasan  rawan terjadi permasalahan dan konflik dengan negara tetangga terutama masalah patok batas.  Agar penelitian ini terarah, perlu untuk memaparkan identifikasi masalah, meliputi: a. Bagaimana kondisi perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Temajuk Kecamatan Paloh? b. Bagaimana kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dalam menentukan perbatasan darat? c. Bagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam pengelolaan kawasan perbatasan? d. Bagaimana bentuk pengelolaan BNPP di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat? e. Bagaimana pengaturan wilayah negara dalam islam? 































10  f. Bagaimana mekanisme pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan  siyâsah dustûriyyah  mengenai mempertahankan kedaulatan negara? 2. Batasan Masalah Permasalahan mengenai wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan hal yang menarik untuk di kaji dan pembahasannya sangat luas. Agar tidak terjadi pelebaran dalam pembahasan, maka penelitian akan di batasi pada Kewenangan pengelolaan perbatasan darat antar Indonesia dan Malaysia di desa Temajuk kecamatan Paloh kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara kemudian di tinjau dari  siyâsah dustûriyyah. C. Rumusan Masalah Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 1. Bagaimana Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  dalam mengelola kawasan perbatasan menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara? 2. Bagaimana Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  dalam mengelola kawasan perbatasan menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tinjauan siyâsah dustûriyyah? D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk: 































11  1. Menganalisis kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  dalam mengelola kawasan perbatasan menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 2. Menganalisis kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  dalam mengelola kawasan perbatasan menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tinjauan siyâsah dustûriyyah. E. Manfaat Penelitian Adanya penelitian ini mengandung dua manfaat yaitu: 1. Manfaat teoritis, untuk mengetahui sejauh mana keefektifan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam  mengelola kawasan perbatasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai khazanah warisan keilmuan bagi Indonesia secara umum dan  daerah Sambas khususnya.   2. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan kepada instansi pemerintahan terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah agar lebih memperhatikan kawasan perbatasan. Serta menjadikan wilayah perbatasan bukan lagi  wilayah “terbelakang” namun menjadi beranda “terdepan” negara.  F. Kerangka Teori 1. Teori Kewenangan Kewenangan menurut Bagir Manan adalah  hak dan sekaligus kewajiban (rechten en plichten).24 Sementara menurut Soerjono Soekanto kewenangan                                                  24Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, (makalah:Fakultas Hukum  Universitas Padjajaran, Bandung, di seminarkan tanggal 13 Mei 2000, 1-2. 































12  adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat.25 Menurut Jum Anggraini, kewenangan di artikan sebagai: pertama, apa yang di sebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (di beri oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kedua, kewenangan bisa terdiri dari beberapa wewenang. Ketiga, kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertenu terhadap pemerintahan.26 Kewenangan yang ada pada lembaga negara bersumber dari tiga jenis sebagaimana yang di sampaikan Philipus M Hardjon yaitu Atribusi, delegasi dan mandat.27 Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Atribusi di artikan  “pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang terkait”. 28 Delegasi menurut Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.29                                                  25 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2003), 91-92. 26 Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 87. 27 Philipus M. Hardjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 130. 28 Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 29 Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 































13   Mandat menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan di artikan sebagai “pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab gugat tetap berada pada pemberi mandat”.30 Kewenangan yang ada pada suatu lembaga negara sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini lembaga atau badan nasional pengelola perbatasan sudah di beri kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola kawasan perbatasan di wilayah negara Indonesia. 2. Teori Kedaulatan Wilayah Negara Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi dari sebuah negara. Kedaulatan pertama kali di cetuskan oleh  Jean  Bodin (1500-1596) seorang ahli Prancis. Menurut Jean Bodin kedaulatan di artikan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa ada suatu batasan dari undang-undang.31 Sementara Jimly Assiddiqi mengartikan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.32 Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti rezim politik atau kekuasaan. Akar kata daulah dalam al-Qur’an terkait dengan konsep mengenai kekuasaan di bidang politik dan ekonomi, Baru kemudian dalam prakteknya dikenal dengan istilah seperti daulah Bani Abbasiyah, daulah Bani Umayyah.33                                                  30 Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 31 Soehino, Ilmu Negara, (Yogjakarta: Liberty,1998), 79. 32 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, ( Jakarta:Bulanan Ilmu Populer, 2007), 143. 33 Ibid., 































14  Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang di miliki dari satu negara. Ketika suatu negara sudah memiliki kedaulatan, maka negara tersebut  memiliki otoritas penuh atas wilayahnya sehingga bebas untuk mengatur dan mengurus wilayah kedaulatannya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dalam menjaga kedaulatan wilayah, negara harus memberikan kekuatan hukum serta pengamanan atas wilayah tersebut. Dengan kata lain negara berdaulat berhak melakukan apa saja (to govern it self) terhadap isi dan ruang kawasan kekuasaannya sesuai dengan cita-cita  dan tujuan dari negara. 3. Teori Pengelolaan Perbatasan Pengelolaan kawasan perbatasan darat menggunakan beberapa langkah. Sebagaimana menurut Stephen B. Jones dengan boundary making  yang di cetuskan pada tahun 1945. Menurut teori ini terdapat empat langkah dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu:34 a. Allocation (alokasi), ruang lingkup wilayah di tentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk di Indonesia wilayah Indonesia menggunakan prinsip uti possidetis juris yang di wariskan oleh Belanda. b. Delimination (penetapan batas), setelah ruang lingkup di tentukan ,di lakukan identifikasi area-area yang overlapping atau harus di tentukan batas-batasnya dengan negara tetangga.                                                  34 Wahyuni Kartikasari, “Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah – Wilayah Perbatasan Indonesia”, dalam Ludiro Madu,Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas:Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),111. 































15  c. Demarcation (penegasan batas), tahap ini dilakukan dengan memasang tanda batas di sepanjang garis batas yang telah di sepakati dengan negara tetangga. d. Administration (manajemen pembangunan), pada tahap ini dilakukan pembangun di kawasan perbatasan dengan melibatkan multi sektor dan perencanaan yang reintegrasi dari berbagai bidang, seperti politik, sosial, pertahanan dan keamanan,  ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lainnya. Dengan demikian kawasan perbatasan bisa maju sebagaimana kawasan yang padat penduduk seperti di ibukota kabupaten/provinsi. Keempat tahap saling terkait satu sama lain yang pada akhirnya menghasilkan satu rangkaian dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.35 Urgensi dari penggunaan teori yang di sampaikan Stephen B. Jones bisa memudahkan  pengelolaan kawasan perbatasan, karena bisa mengetahui kriteria dari kawasan perbatasan itu sendiri. Setiap kawasan perbatasan di wilayah negara Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari kondisi geografis, masyarakat serta kondisi negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Indonesia.36 Merujuk pada teori yang di sampaikan Stephen B. Jones bahwa di Indonesia masih terdapat permasalahan dalam kawasan perbatasan. Terdapat berbagai permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, mulai dari penentuan batas, pengamanan kawasan perbatasan serta pengembangan kawasan                                                  35 Budi Hermawan Bangun, “Membangun Model Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Serawak ( Suatu Studi Perbandingan)”,Jurnal MMH Jilid 43 No. 1 (Tahun 2014),  33. 36 Ibid., 































16  perbatasan baik fisik maupun non fisik.37 Untuk itu perlu upaya agar pemasalahan di kawasan perbatasan bisa terselesaikan. 4. Teori siyâsah dustûriyyah  Siyâsah dustûriyyah merupakan salah satu bagian dari Siyâsah yang mengatur masalah undang-undang dalam negara. Secara umum permasalahan yang di bahas dalam Siyâsah adalah hubungan antar pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam negara, sehingga cakupannya sangat luas. Untuk itu, pembahasan Siyâsah dustûriyyah  hanya di batasi pada pengaturan atau perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realita kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.38 Kata dustûriyyah berasal dari kata  dustûr sama  dengan constitution  dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata “dasar”  dalam  Bahasa  Indonesia  tidaklah  mustahil berasal  dari  kata  dustûr.  Sedangkan  menurut istilah  Siyâsah dustûriyyah, merupakan  nama  satu  ilmu  yang  membahas  masalah-masalah pemerintahan  dalam  arti  luas,  karena  di  dalam  dustûr  itulah  tercantum sekumpulan  prinsip-prinsip  pengaturan  kekuasaan  di  dalam  pemerintahan suatu negara sebagai dustûr.  Dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan  dan  aturan-aturan  lainnya  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan dustûr  tersebut.                                                  37 Ibid.,  38 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta:Kencana,2004),47. 































17  Dustûriyyah juga merupakan penyerapan dari bahasa Persia. Semula di artikan sebagai “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Selanjutnya kata dustûr digunakan untuk menunjukkan anggota kependekaran Zoroaster (Majusi). Menurut istilah, dustûr di artikan kumpulan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat di suatu negara. dalam bahasa Indonesia, dustûr di artikan sebagai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 sebagai dasar negara. Prinsip-prinsip Islam yang ada dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  adalah menjamin hak asasi manusia setiap anggota maskara dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa ada perbedaan dalam segala hal, seperti agama,status sosial, pendidikan, dan sebagainya. Pada umumnya ruang lingkup  siyâsah dustûriyyah  tidak bisa lepas dari dua hal pokok, yaitu: pertama, aturan yang tidak bisa berubah, seperti dalil-dalil kulliy baik ayat Al-Qur’an, Hadist, Maqosid syari’ah, serta ajaran Islam yang mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, seperti hasil ijtihad para ulama. Siyâsah dustûriyyah  pada umumnya di bagi menjadi tiga cakupan, yaitu: a. Bidang Siyâsah Tasyri’iyah, termasuk persoalan Halul Hali Wal Aqdi, perwakilan rakyat, dasar hubungan muslim dan non muslim. b. Siyâsah Tanfidiyah, mencakup masalah Imamah, bai’at, Wizarah, Waliy al-aqd. 































18  c. Siyâsah Qadlaiyah, masalah peradilan d. Siyâsah Idariyah, masalah administrasi dan kepegawaian. Siyâsah dustûriyyah dalam mengatur negara memiliki beberapa sumber, yaitu:39 a. Al-qur’an, yaitu ayat-ayat yang berisi hubungan atau prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur’an. b. Hadis, yang berhubungan dengan kepemimpinan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum dalam negara Arab. c. Kebijakan-kebijakan khulafa ar-rasidin dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun antara sahabat memiliki cara dan corak berbeda dalam memerintah, namun kesamaan dalam orientasinya yang di tujuan sebesar-besarnya pada kemaslahatan rakyat. d. Ijtihad para ulama, yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqh siyâsah dustûriyyah  dalam mencari jalan untuk mencapai kemaslahatan umat. e. Adat atau kebiasaan (konvensi), merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat yang, memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat yang ada dalam lingkungan adat tersebut. G. Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai kawasan perbatasan telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik berupa skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya.                                                  39 Ibid., 53-54. 































19  Penelitian-penelitian tersebut memiliki sudut pandang serta objek yang berbeda, seperti: Karya Purwo Mursito dalam penelitiannya dengan judul Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Dato’. Purwo Mursito menjelaskan bagaimana fungsi dari arsip dalam mengatasi sengketa antara Indonesia-Malaysia mengenai wilayah Tanjung Dato’ dan Camar Bulan.40 Hasil dari penelitiannya adalah dengan adanya arsip tentang wilayah negara khususnya daerah Kalimantan barat sangat membantu dalam mengatasi sengketa antara Indonesia-Malaysia mengenai Camar Bulan dan Tanjung Dato’. Mengingat penentuan batas darat antara Indonesia dan Malaysia adalah berdasarkan perjanjian negara yang menjajah, dalam hal ini adalah Belanda dan Inggris. Dengan adanya arsip berupa perjanjian tersebut jelas bahwa Tanjung Dato’ dan Camar Bulan adalah wilayah Indonesia. Karya Suryo Sakti Hadiwjoyo dalam bukunya Perbatasan Negara Dimensi Hukum Internasional menjelaskan secara umum tentang wilayah negara dan permasalahan yang terjadi di daerah-daerah perbatasan yang ada di wilayah negara Indonesia. Selain menjelaskan tentang permasalahan penulis buku ini juga memberikan masukan agar tidak terjadi lagi konflik mengenai perbatasan harus diadakan formulasi dan penegasan batas wilayah negara.41                                                  40 Purwo Mursito, “Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Dato’.”  Jurnal kearsipan, Vol.7 (tahun  2012),  95. 41 Suryo Sakti Hadiwjoyo, Perbatasan Negara Dimensi..., vii. 































20  Karya Sandi Nur Ikhfal Raharjo dalam penelitiannya berjudul Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif.42 Penelitian ini berawal dari menemukan berbagai masalah yang ada di perbatasan, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, berkurangnya rasa nasionalisme. Dari masalah tersebut dibuat kebijakan dengan menjadikan Entikong sebagai lokasi prioritas pusat pertumbuhan, sehingga keamanan dan kesejahteraan menonjol. Kebijakan itu berdampak pada perubahan di daerah perbatasan tersebut, seperti infrastruktur seperti akses jalan mulai lancar meskipun belum sepenuhnya, ekonomi sudah mulai berkembang dengan dibuatnya pasar. Karya Zaenuddin Hudi Prasojo dalam penelitiannya berjudul Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan. Penelitian ini fokus pada perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Naga Badau.43 Penelitian ini menjelaskan kondisi kawasan perbatasan. Dari penelitiannya ditemukan bahwa kehidupan masyarakat di perbatasan masih bisa dikatakan  masih memiliki segudang masalah,  mulai dari infrastruktur, ketergantungan masyarakat yang berada di daerah Nanga Badau terhadap negara Malaysia, lambannya pembangunan. Karya Yustina Dwi Jayanti dengan penelitiannya berjudul Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus Di                                                  42 Sandi Nur Ikhfal Raharjo,” Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong”, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol. 16 No. 1, (April 2013), 73. 43 Zaenuddin Hudi Prasojo, “Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan”, Jurnal Walisongo Vol.21 No.2 (November 2013), 419. 































21  Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat) merupakan penelitian analisis yuridis dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.44 Dalam penelitian ini di paparkan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan terutama di kabupaten Bengkayang.  Permasalahan yang paling krusial adalah mengenai penentuan patok batas, di mana antara Indonesia dan Malaysia belum ada kepastian mengenai patok batas, hanya berdasarkan perjanjian dan MoU antara Indonesia dan Malaysia yang bersifat rahasia. Hal itulah yang menjadi permasalahan sehingga sampai sekarang masalah patok batas masih saja mengemuka. Adapun cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan negosiasi. Karya Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul  Fiqh siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam membahasa secara umum mengenai politik Islam. Mulai dari negara dalam Islam hingga peraturan dalam pemerintahan. Dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai siyâsah dustûriyyah  yaitu yang fokus pada pembahasan tentang perundang-undangan negara, di antaranya konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syuro.45Meskipun tidak sepenuhnya membahas tentang undang-undang, namun terdapat satu pembahasan yang fokus membahas mengenai batas wilayah dalam Islam. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang fokus pada permasalahan perbatasan kemudian ditinjau dari segi siyâsah                                                  44Yustina Dwi Jayanti, Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat),Fakultas hukum Brawijaya, 7. 45 Muhamad Iqbal, Fiqh siyâsah Kontekstualisasi...,177. 































22  dustûriyyah . Oleh karena itu penelitian ini dianggap sangat perlu sebagai salah satu upaya untuk mengetahui permasalahan yang ada di perbatasan.  H. Metodologi Penelitian  1. Jenis dan  Pendekatan Penelitian Metode penelitian menjadi bagian terpenting yang harus gunakan dalam penelitian, karena dengan adanya metode penelitian akan menjelaskan cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal.46 Menurut Van Peursen yang dikutip Johnny Ibrahim metode di artikan sebagai suatu jalan yang harus di tempuh  dan penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.47 Penelitian ini termasuk penelitian normatif/dogmatik, yaitu penelitian yang di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan prilaku manusia.48Guna mempermudah dalam penelitian, di gunakan pendekatan agar bisa mengetahui nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang di teliti.49 Pendekatan juga bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya.50 Pendekatan yang digunakan dalam                                                  46 Adnan Mahdi dan Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis Skripsi, Tesis Dan Disertasi (Bandung: ALVABET 201), 100-101. 47 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian...,26. 48 Zainal Askin,Amiruddin, Metode Penelitin Hukum ( Jakarta: Yayyasan Obor Indonesia,2004), 118. 49 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing,2005),299. 50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 133. 































23  penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Undang-Undang di awali dengan mengetahui hierarki dari perundang-undangan, sesuai  terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan, hierarki perundang-undangan terdiri dari:51 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang/Perpu 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten. Penelitian ini mengkaji kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk Kecamatan Paloh kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pengelolaan kawasan perbatasan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.  Pendekatan kasus (case approach), pendekatan yang di gunakan untuk mengetahui kasus yang terjadi kemudian di kaji sebagai referensi isu hukum.52 Dalam hal ini yang menjadi kasus atau isu hukum adalah minimnya pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Temajuk Kecamatan Paloh                                                  51 Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan. 52 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,...,134. 































24  Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat di berbagai sektor. Kurangnya pengelolaan tersebut berdampak pada masih terjadinya berbagai permasalahan yang menyangkut kedaulatan negara dan kelangsungan hidup masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Kasus yang terjadi menjadi isu hukum karena menyangkut kedaulatan negara, serta pertahanan dan keamanan dari negara republik Indonesia. Adanya pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dapat di pahami bagaimana kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan darat di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.   2. Sumber bahan hukum Sumber dan jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini, antara lain: a. Bahan hukum Primer, di peroleh langsung dari sumber utama dari hasil penelitian, di antaranya:  1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2)  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,  3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan  Negara.  4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang 































25  Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012  tentang BNPP.  7) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. 8) Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.  9) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 65 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Dan Kerja Sama (BPKPK) Provinsi Kalimantan Barat. 10) Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. b. Bahan hukum sekunder, di peroleh melalui studi kepustakaan, meliputi:perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.53 Data sekunder terdiri dari: 1) Al-Mawardi dengan judul Al-Suthoniyah 2) Muhamad Iqbal dengan judul Fiqh Siyasah  Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 3) Titik Triwulan Tutik dengan judul Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.                                                  53 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum....,151. 































26  4) Suryo Sakti Hadiwijoyo dengan judul aspek hukum wilayah negara Indonesia.  5) Jurnal Jahawir Thontowi dengan judul Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Jurnal ini menjadi rujukan karena membahas secara khusus perbatasan Indonesia-Malaysia  dalam mengatasi permasalahan perbatasan. 6) Buku-buku, tesis, jurnal, website yang berkaitan tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan darat tinjauan siyâsah dustûriyyah. 3. Analisis Bahan Hukum Setelah semua bahan hukum terkumpul lalu dilakukan analisis, bertujuan untuk menentukan apakah bahan yang terkumpul sesuai dengan apa yang akan di teliti. Adapun metode yang di gunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola induktif, menganalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.54 Dalam hal ini lebih menekankan pada penalaran dengan menggambarkan hasil penelitian yang di peroleh di setiap dengan penjelasan logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan analisis dari sudut pandang undang-undang dan siyâsah dustûriyyah. Semua bahan hukum di peroleh,di susun dan di interpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan darat.                                                    54 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum.....10. 































27  I.  Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan gambaran isi penelitian agar penelitian lebih terarah. Sistematika pembahan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab yaitu sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjuan Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II, Kedaulatan Wilayah Negara dan Fiqh siyâsah dustûriyyah yang terdiri dari Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konsepsi  Tentang  Kawasan Perbatasan Wilayah Negara, wilayah negara dalam Fiqh Siyâsah Dustûriyyah. BAB III: Kewenangan Pengelolaan Kawasan  Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, membahas  Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Kawasan Perbatasan, Lembaga Pengelola Kawasan Perbatasan, Permasalahan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kalimantan Barat. BAB IV Analisis Kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan darat desa Temajuk  Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara tinjauan Fiqh Siyâsah Dustûriyyah yang terdiri dari Analisis kewenangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 































28  serta Analisis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara  Perspektif Fiqh siyâsah dustûriyyah BAB V PENUTUP,  terdiri dari: Kesimpulan dan Saran. 































  BAB II KEDAULATAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN  SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH  Pembahasan mengenai wilayah negara tidak bisa di lepaskan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kedaulatan wilayah negara, kawasan perbatasan. Terdapat keterkaitan antar pembahasan tersebut. Kemudian pembahasan mengenai wilayah negara di bandingkan dengan konsep wilayah negara menurut Fiqh siyâsah dustûriyyah. Tujuannya adalah untuk melihat konsep wilayah negara dari segi negara Indonesia dan negara Islam. A. Kedaulatan Wilayah Negara Indonesia  Wilayah menjadi satu hal yang penting bagi berdirinya suatu negara.  Dengan adanya wilayah menjadi tempat  berjalannya proses kenegaraan. Wilayah negara yang di tempati merupakan kedaulatan penuh dari negara itu sendiri. 1. Teori Kedaulatan  Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi dari sebuah negara. Kedaulatan pertama kali di cetuskan oleh  Jean  Bodin (1500-1596) seorang ahli Prancis. Terdapat beberapa pengertian dari kedaulatan, antara lain: a. Menurut KBBI, kedaulatan di artikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya.1 b. Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa ada suatu batasan dari undang-undang.2                                                   1 Umi Chulsum, dan Windy Novia, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Surabaya:Kashiko,2006), 183. 2 Soehino, Ilmu Negara, (Yogjakarta: Liberty,1998), 79. 































30  c. Menurut Mac Iver kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang akan menentukan kebijakan (Policy) dari negara.3 d. Jimly Assiddiqi mengartikan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.4 Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti rezim politik atau kekuasaan. Akar kata daulah dalam al-Qur’an terkait dengan konsep mengenai kekuasaan di bidang politik dan ekonomi, Baru kemudian dalam prakteknya dikenal dengan istilah seperti daulah Bani Abbasiyah, daulah Bani Umayyah.5 e. Jawahir Thontoni dan Pranoto Iskandar, kedaulatan di artikan sebagai kekuasaan tertinggi yang di miliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya sebatas tidak bertentangan dengan hukum internasional.6 Hal ini terlihat bertentangan dengan apa yang di sampaikan Jean Boden. Menurutnya kedaulatan sebagai pemberi sumber yang sah bagi hukum. Sedangkan dalam konteks hukum internasional kedaulatan muncul sebagai respons atas keadaan histori yang spesifik, yakni benturan antara kekuasaan sekuler dan religius.7                                                  3 I Dewa Gede Atmaja, Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan, (Malang: Setara Press, 2012), 84. 4 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, ( Jakarta:Bulanan Ilmu Populer, 2007), 143. 5 Ibid., 6Jawahir Thontoni dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer (Bandung:Reflika Aditama, 2006),173. 7 Ibid., 173. 































31  f. I Wayan Parthiana, dari konteks ilmu tata negara kedaulatan di artikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat di bagi-bagi sehingga tidak dapat di tempatkan di bawah kekuasaan lain.8 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang di miliki dari satu negara. Ketika suatu negara sudah memiliki kedaulatan, maka negara tersebut  memiliki otoritas penuh atas wilayahnya sehingga bebas untuk mengatur dan mengurus wilayah kedaulatannya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dalam menjaga kedaulatan wilayah, negara harus memberikan kekuatan hukum serta pengamanan atas wilayah tersebut. Dengan kata lain negara berdaulat berhak melakukan apa saja (to govern it self) terhadap isi dan ruang kawasan kekuasaannya sesuai dengan cita-cita  dan tujuan dari negara. Negara yang berdaulat juga berhak menolak intervensi/campur tangan dari negara lain dan tidak berhak untuk melakukan intervensi terhadap negara lain yang bukan termasuk kedaulatannya. Intervensi terhadap wilayah negara hanya bisa di lakukan selama ada kesepakatan antara negara tersebut dengan negara lain.9 Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain yang di atur dalam hukum internasional.10 Dengan demikian, negara yang berdaulat harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan integritas                                                  8 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Mandar Maju,2003)., 90. 9 Mahendra Putra Kurnia, Hukum Kewilayahan Indonesia, (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2011)., 83. 10 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Edisi Pertama, (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2012).,103. 































32  wilayah negara lain. Sifat dari kedaulatan suatu negara yang di sampaikan oleh Jean Bodin, yaitu:11 a. Tunggal, kedaulatan hanya di miliki oleh negara sehingga di dalam negara tidak ada yang berhak  membuat aturan atau undang-undang dalam negara. b. Asli, kekuasaan yang ada bukanlah berasal dari kekuasaan lain atau tidak ada penurunan  atau pelimpahan kekuasaan. c. Abadi, negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga bersifat abadi. d. Tidak dapat di bagi-bagi,kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidak bisa di limpahkan kepada orang atau lembaga lain. Kedaulatan yang di miliki oleh suatu negara dalam implementasinya dimanifestasikan menjadi dua sisi, yaitu sisi intern dan eksternal. Pertama, kedaulatan internal, merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk mengatur masalah-masalah dalam negerinya, seperti menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, sistem politik, kebijakan-kebijakan dalam negeri, maupun hal lain yang berkaitan dengan pembentukan asisten hukum nasional yang tidak di campuri oleh negara lain.12 Kedaulatan internal negara Indonesia di tunjukan dengan bentuknya yang merupakan negara kesatuan dan berciri nusantara sebagaimana terdapat dalam pasal 25 A UUD 1945. Adanya pasal 25 A UUD 1945 merupakan manifestasi dari aspek geopolitik negara Indonesia yaitu wawasan nusantara.                                                   11 Wisanis Yulianto, “Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”,  Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XII No.1, (Mei 2014),1119. 12 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah...105. 































33  Konsep wawasan nusantara  mencitakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan semangat Bhineka tunggal Ika dan kerangka kesejahteraan keadilan, kebersamaan, dan kepentingan nasional. Konsep ini sejalan dengan pandangan geopolitik yang di kemukakan oleh Karl Houshofer tentang konsep lebensraum (ruang lingkup), atau penjelasan Ratzel bahwa manusia sama dengan organisme yang memerlukan ruang hidup dan konsep autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa menggantungkan diri pada negara lain.13 Kedua, kedaulatan eksternal yang dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerja sama dengan negara lain,berupa peran serta dalam perundingan, konferensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dalam berbagai bidang.14 Dalam perspektif yuridis normatif, kedaulatan ekstern bisa di tunjukan melalui berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 maupun peraturan di bawahnya. Pasal 11 dan pasal 13 UUD 1945 sudah mengatur tentang perjanjian internasional, pengangkatan duta dan konsul, dan penerimaan duta dari negara lain.15  Berdasarkan pemaparan di atas, di tarik benang merah bahwa dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia harus sejalan antara aspek                                                  13 Marwasta, Djaka, “Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia:Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan”, Indonesian Journal Of Community Engagement, Vol. 01, No. 2, Maret 2016.,209. 14 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah...108. 15 Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945. 































34  internal dan eksternal. Tujuannya agar negara memiliki kekuatan dalam mengatur dan menjaga wilayah kesatuan negara republik Indonesia. 2. Wilayah Negara Indonesia  Wilayah negara16 menjadi hal yang penting untuk di atur karena merupakan salah satu syarat dari berdirinya sebuah negara. Sebagaimana menurut para sarjana ada empat unsur berdirinya suatu negara, yaitu: a definite territory, Population, a government, sovereignity.17Menurut pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.18  Menurut Miriam Budiarjo wilayah negara merupakan salah satu dari unsur berdirinya suatu negara di mana setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.19 Wilayah negara dalam sebuah negara dijadikan sebagai tempat untuk didiami oleh warga yang berada                                                  16 Wilayah memang sangat penting untuk suatu negara, bahkan tidak jarang suatu negara melakukan pertempuran untuk mempertahankan wilayah negaranya. Seperti kasus Inggris dan Argentina yang memperebutkan pulau Malvinas, Indonesia dengan Malaysia memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan yang kemudian jatuh ke tangan Malaysia, lepasnya Timur Leste dari wilayah negara Indonesia pada masa pemerintahan BJ.Habibibi, Palestina yang hingga saat ini menuntut daerah Jalur Gaza yang di duduki oleh Islarel, India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir. Lihat Inu Kencana, Ilmu Politik, edisi revisi, (Jatinagor:Rineke Cipta,2010), 38. 17 Jimly Assidiqi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I, (Jakarta:sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK RI, 2006)., 12. 18 UU No. 43 tahun 2008, pasal 1 (1). 19 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Kompas Gramedia2008),  51. 































35  di negara tersebut. Agar wilayah dalam suatu negara bisa di katakan tetap atau berdaulat maka harus jelas mengenai batas-batasnya.20  Berdasarkan ruang lingkup yurisdiksi negara atas suatu wilayah, wilayah negara di klasifikasikan dalam dua bagian, yaitu berdasarkan pendekatan teritorial dan berdasarkan sumber daya alam.21 Wilayah negara berdasarkan pendekatan teritorial di artikan sebagai wilayah negara yang mempunyai sejumlah penduduk, serta pemerintahan yang berdaulat dan mempunyai wilayah negara yang terdiri dari daratan, perairan, serta udara di atasnya.22 Sedangkan wilayah negara berdasarkan pendekatan sumber daya alam merupakan suatu konsepsi fungsional, karena wilayah yang berkembang menjadi “wilayah” bukan berasal dari kewenangan teritorial, melainkan dari kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.23 a. Cara Mendapatkan Wilayah Negara  Adanya wilayah dalam suatu negara berasal dari cara yang berbeda. Menurut Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R Agoes terdapat beberapa cara untuk mendapatkan wilayah negara, yaitu:24 1) Okupasi, merupakan cara untuk mendapatkan wilayah dengan menduduki suatu wilayah yang berstatus terra nullius atau no man’s land atau wilayah                                                  20 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, (Jakrata: Raja Grafindo, 2011), 3. 21 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah...,5. 22 Ibid., 23 Ibid.,6. 24 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Alumni,2013), 165.  































36  tidak bertuan yang boleh di lakukan dalam keadaan tertentu. Cara ini tidak dapat di lakukan di wilayah lautan karena lautan termasuk res communis (kekayaan demi untuk kehidupan semua manusia) sehingga tidak bisa di miliki secara pribadi. Namun untuk daerah daratan kosong yang tidak berpenghuni bisa di gunakan metode ini dengan syarat tertentu. 2) Aneksasi, merupakan cara mendapatkan wilayah dengan cara kekerasan. Cara ini banyak di praktekkan pada masa kolonialisasi. Untuk saat sekarang cara ini sudah tidak di benarkan kecuali dalam kondisi yang terpaksa. 3) Preskripsi, mendapatkan wilayah dengan menduduki suatu wilayah yang sudah ada penduduknya. Tindakan negara pengakuisi melakukan kegiatan secara terus-menerus atas wilayah negara lain, namun negara secara tidak langsung menyetujui tindakan tersebut dan tidak menentang (presumed azquiescence) tindakan yang di lakukan oleh negara pengakuisisi. 4) Cessi, merupakan penambahan wilayah dengan pemberian hak suatu wilayah oleh negara lain atas sebuah perjanjian damai sebagai dampak dari peperangan keduanya.25 Namun semua pemberian wilayah karena terjadinya perang. Ada juga yang mendapatkan wilayah atas pemberian hadiah. 5) Akresi (accretion), merupakan penambah wilayah secara alamiah atau geographical process yang terbentuk dan bersatu dengan wilayah yang sudah ada.26 Proses penambahan wilayah ini sangat tergantung pada faktor                                                  25 Lukmanul Hakim Lubis, The Acquisition Of A Territory : “Modes, History And The  International Practices, 4. 26 G J.Starke, Pengantar Hukum Internasional, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),  212. 































37  alam. Seperti mengeringnya sungai sehingga menimbulkan sebuah daratan. Atau Terjadi endapan lumpur di muara sungai sehingga membentuk pulau baru. Juga bisa di sebabkan meletusnya gunung api di laut sehingga timbul satu pulau baru. Pulau yang baru tersebut menjadi hak wilayah negara di mana proses itu terjadi. Negara Indonesia sebelum proklamasi terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang berdiri di wilayah nusantara (sebutan untuk wilayah sebelum menjadi Indonesia). Kemudian wilayah nusantara di duduki oleh penjajah lalu penduduk pribumi melakukan perlawanan untuk mendapatkan wilayahnya kembali. Setelah berhasil merebut wilayah negara kemudian menyatakan merdeka. Menurut Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cara negara Indonesia mendapatkan wilayah dengan cara proklamasi. 27 b. Matra Wilayah Negara  Wilayah negara Indonesia terdiri dari tiga matra yaitu: daratan, laut dan udara.28 Penetapan batas wilayah negara di daratan, dasar laut dan ruang udara di tetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral mengenai batas                                                  27 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok, Prenadamedia Group,2017).,679.  Terdapat delapan cara untuk memperoleh wilayah negara, yaitu: Occupatie, Fusi, Cessie, Acresie, Anexatie, Proclamation, Innovation, Separatisme. 28 Yasidi Hambali, Hukum dan politik kedirgantaraan, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1994),63. 































38  darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.29  1)  Wilayah Laut Wilayah laut merupakan perairan berupa Samudera, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas wilayah negara.30 Konsep pokok mengenai wilayah laut menggunakan dua cara, yaitu res nullius dan res communis. Res nullius yang di cetuskan oleh John Sheldon dari Inggris yang mengatakan bahwa laut itu dapat di ambil dan di miliki oleh masing-masing negara.31 Sedangkan res communis yang di cetuskan oleh Hugo De Groot dari Belanda berpandangan bahwa laut itu milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat di ambil dan di miliki oleh masing-masing negara.32 Negara Indonesia dalam penentuan wilayah lautnya  di mulai sejak adanya deklarasi Djuanda (deklarasi perairan Indonesia). Deklarasi Djuanda di keluarkan pada 13 Desember 1957 oleh perdana menteri Indonesia saat itu bernama Djuanda Kartawidjadja mengenai konsepsi kesatuan wilayah nusantara (Archipelagic State Principle). Deklarasi Djuanda berbunyi: “bahwa segala perairan sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang daratan negara Indonesia dan dengan dengan demikian bagian dari perairan luas                                                  29 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 30 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata....,682. 31 Ibid.,682-683. 32 Ibid., 683. 































39  atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia”.33 Menurut Mahfud MD, adanya deklarasi Djuanda memberikan landasan politis dan hukum yang kuat bagi Indonesia dalam menghadapi tantang dalam memperjuangkan teritorialnya di dunia internasional. Lebih lanjut di tegaskan dalam deklarasi tersebut mengeaskan tiga hal pokok, yaitu:34 Pertama, sebagai sikap resmi Indonesia yang saat itu sedang mengacapi kesulitan untuk menyatukan Irian Jaya karena laut-laut sekitarnya banyak di anggap sebagai perairan internasional yang bebas dari kekuasaan negara manapun.  Kedua, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang udara di atasnya harus di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang di amanatkan pasal 33 UUD 1945.35 Ketiga,  pernyataan tentang bentuk nyata Indonesia yang menjadi wawasan nusantara dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Deklarasi Djuanda kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960, di dalamnya berisi bahwa wilayah republik                                                  33 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi, (Jogjakrta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 128-129. 34 Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta:Rajawali Press, 2009)., 217. 35 Lihat pasal 33 UUD 1945. 































40  Indonesia terdiri dari pulau-pulau (daratan) dan perairan.36 Dengan demikian, di tetapkan bahwa wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta KM2  (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta KM2 (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini ada penambahan luas sebesar 3,1 juta KM2, dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta KM2 dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta KM2 dan 2,7 juta KM2 ZEEI.37 Keberadaan deklarasi Djuanda kemudian di akui oleh UNCLOS (United Nation Convention On The Law Of The Sea) tahun 1982 yang merupakan landasan dalam hukum laut internasional. Konvensi ini merujuk pada tercapainya kesepakatan para pihak yang di buat berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, konvensi ini memberikan keleluasan yang besar kepada setiap negara untuk mencari prinsip-prinsip hukum yang dapat di terima bersama oleh negara-negara pihak sebagai dasar penentuan perbatasan di wilayah laut. Hingga kini, UNCLOS di ratifikasi oleh 140 negara. Dengan adanya konvensi UNCLOS, negara Indonesia memperoleh hak mengelola zona                                                  36 Perairan Indonesia di bagi menjadi perairan laut wilayah Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan wilayah negara Indonesia adalah jalur laut selebar dua belas mil laut yang garis luarnya di ukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik  terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia, dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi dua puluh mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia  di tarik pada tengah selat. Sedangkan yang di maksud dengan perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari  garis dasar sebagaimana yang di maksud pada ayat (2). Lihat Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu....,129-130. 37 Masdin, “Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Laut Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, edisi 2, Vol. 4 (tahun 2016), 2. 































41  ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut di luar wilayahnya.38 Hal itu di tuangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang  Pengesahan UNCLOS.39 Kemudian pengaturan wilayah perairan Indonesia di atur dalam Undang-Undang  Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa “Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. a) Laut teritorial, merupakan bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal (base line) dan sebelah luarnya di batasi oleh garis atau batas luar (outer limit). Berdasarkan UNCLOS 1982, lebar laut teritorial maksimum negara-negara di sepakati sejauh 12 mil laut dari garis pangkal.40 b) Perairan kepulauan, merupakan zona maritim yang tidak di miliki oleh semua negara pantai, namun hanya di miliki oleh negara kepulauan. Menurut pasal 49 UNCLOS perairan pedalaman adalah perairan yang                                                  38 Rialindy Justitia Palenewen, “Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antar Indonesia Dengan Malaysia Di Tinjau Dari Hukum Laut Internasional”, jurnal Lex At Societatism Vol. 1 No. 4, (Agustus 2013), 101. 39 Malaysia juga melakukan ratifikasi UNCLOS pada tanggal 14 Oktober 1996. Kiki Natalia, “Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Di Tinjau Dari UNCLOS Tahun 1982”, Jurnal Calyptra Vol. 2 no. 2, (tahun 2013),5. 40 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah...,15. 































42  di lingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai.41 c) Perairan pedalaman, merupakan perairan yang terletak pada sisi dam dari garis pantai lurus.42 Contoh dari perairan pedalaman adalah muara-muara sungai, teluk- teluk dan perairan pelabuhan. d) Penetapan zona untuk eksplorasi, di tentukan oleh UNCLOS untuk memberikan dasar hukum bagi negara untuk menentukan batasan lautan sampai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Pertama, Zona ekonomi eksklusif, satu jalur laut tertentu yang berada di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang batas terluarnya sejauh 200 mil laut di ukur garis pangkal perairan kepulauan. Kedua, Zona tambahan, jalur laut yang berbatasan dan berada di luar laut wilayah yang batas terluarnya sejauh 24 mil laut di ukur dari garis pangkal perairan kepulauan. Ketiga, Zona landas kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan terusan atau kelanjutan dari daratan pantai yang berada di luar dan berbatasan  dengan laut wilayah sampai dengan kedalaman 200 meter atau sampai di mana negara mampu mengelola sumber daya alam yang ada di dasar laut. 2)  Wilayah Darat Indonesia memiliki kedaulatan wilayah darat sepanjang Wilayah darat Indonesia memiliki kedaulatan seluas 1,9 juta KM2.43Penentuan                                                  41 Ibid.,18. 42 Ibid.,19. 43 Tommy Hendra Purwaka, “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 3, (Oktober 2014), 356. 































43  wilayah darat kedaulatan Indonesia di dasarkan pada prinsip Uti Possidetis Juris artinya suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.44 Dalam hal ini wilayah darat kedaulatan Indonesia di dasarkan pada wilayah jajahan Belanda pada saat menjajah Indonesia.  Penggunaan prinsip uti possidetis juris terlihat dalam penetapan batas wilayah darat dengan negara lain,seperti:45 a) Batas darat antara Indonesia-Malaysia di tetapkan atas dasar konvensi Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891, tahun 1915 dan tahun 1928. Panjang garis batas sekitar 2000 Km yang di dasarkan pada batasan alam dengan mengikuti punggung gunung dan watershed (garis pemisah air).46 b) Batas darat antara Indonesia dan Timur Leste di tetapkan atas dasar konvensi tentang penetapan batas Hindia Belanda dengan Portugal tahun 1904 dan keputusan Permanent Court Of Arbitration (PCA) tahun 1914. c) Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini di tetapkan atas dasar perjanjian batas Hindia Beland dengan Inggris tahun 1985. Penggunaan prinsip Uti Possidetis Juris bertujuan mencegah terjadinya konflik-konflik yang di dasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip yang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.47 Setelah di tetapkan, negara yang bersangkutan menegaskan                                                  44 Sobar Sutisna,Dkk, Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia” dalam Ludiro Madu, Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),  13. 45 Suryo sakti Hadiwijoyo, Asek Hukum Wilayah..., 37. 46 Winsulangi Salindeho dan Pitres Sombowadilr, Daerah Perbatasan Keterbatasan Perbatasan, (Jogjakarta:FUSPAD,2008), 166. 47 Jahawir Tonthowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer...,183. 































44  kembali kesepakatan tersebut. Penegasan kesepakatan bukanlah hal yang mudah, mengingat rentang waktu antara kesepakatan antara Belanda dan Inggris cukup panjang. Dalam rentang waktu panjang tersebut terjadi perubahan alam, sehingga tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Hal itu menyebabkan perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Malaysia.  Kedua negara perlu melakukan negosiasi dalam penentuan batas wilayah. Jika negosiasi berjalan lancar maka para pihak negara akan menyepakati garis batas wilayah di antara mereka. Kesepakatan itu kemudian di tuangkan ke dalam perjanjian antar kedua negara atau lebih yang berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang di sepakati serta di tambahkan dengan sebuah peta ilustrasi umum.48 Perjanjian tersebut berlaku ketika sudah di ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.49 Namun jika kedua negara belum menemukan kesepakatan mengenai batas wilayah maka jalan yang di ambil adalah dengan bantuan pihak ketiga sesuai mekanisme penyelesaian sengketa yang di atur dalam hukum internasional.50 3) Penentuan Wilayah Udara Unsur wilayah negara selain darat dan laut juga termasuk wilayah udara. Dalam hukum Romawi, sebagaimana yang di kutip Suryo Sakti Hadiwijoyo bahwa “cujus est soluni, ejust est usque ad coelum” yang artinya “barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka ia juga memiliki                                                  48 Sobar Sutisna,Dkk, Boundary Making  Theory ...,16. 49 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pasal 10. 50 Sobar Sutisna,Dkk, Boundary Making Theory...,,16. 































45  segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah”.51 Sifat kedaulatan negara di udara bersifat complete and exclusive merupakan pembeda dengan kedaulatan laut.52 Senada dengan  Pasal 6 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang  Wilayah Negara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, batasannya dengan angkasa luar di tetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.53  Batas udara di tarik tegak lurus ke atas dari batas darat dan laut yang sudah ditetapkan secara unilateral, bilateral atau trilateral. Dengan demikian, negara bisa menggunakan volume ruang udara mengikuti ketentuan yang sudah di sepakati.  Batas luar ruang udara hingga saat ini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional.54 Sehingga muncul berbagai  teori dalam menentukan batas ruang udara di suatu negara. Titik Triwulan Tutik Dalam bukunya Restorasi Hukum Tata Negara Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi cara membatasi  kedaulatan wilayah udara dengan dua cara, yaitu horizontal dan vertikal.55Penentuan batas secara horizontal di lakukan dengan                                                  51 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah..., ,9. 52 Baiq Setiani, “Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing” Jturnal Konstitusi, Vol 14, No. 3, (September 2017), 494. 53 Pasal 6 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Lihat juga Tommy Hendra Purwaka, “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 3, (Oktober 2014), 356. 54 Saefullah Wiradipraja, “Wilayah Udara Negara ( State Air Territory ) di Tinjau Dari Segi Hukum internasional dan  Nasional Indonesia” Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6, No. 4, (Juni 2009), 502. 55 Titik Triwulan Tutik  Restorasi Hukum Tata Negara...,690-691. 































46  menyamakan luas daratan berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga. Selain itu sesuai pasal 3 Konvensi hukum laut 1982, kedaulatan wilayah udara negara Indonesia bertambah 12 Mil laut sesuai kondisi wilayah negara Indonesia yang merupakan negara pantai.56  Batas kedaulatan udara secara vertikal hingga saat ini masih belum menemukan satu kesepakatan. Terdapat beberapa teori yang di paparkan mengenai batas kedaulatan wilayah udara, di antaranya:57 a) Beaumont dan Shawcross menyatakan bahwa batas ketinggian wilayah negara di ruang udara tidak terbatas. b) Cooper menyatakan bahwa batas kedaulatan suatu negara di ruang udara tergantung pada setinggi mana negara tersebut mampu menguasainya. c) Van Holzendorf menyatakan bahwa batas ketinggian kedaulatan suatu negara di ruang udara setinggi 1000 meter yang di tarik dari permukaan darat paling tinggi. d) Lee menyatakan bahwa batas ketinggian kedaulatan wilayah di udara sama dengan jarak tembakan meriam. e) Von Bar menyatakan batas kedaulatan wilayah di udara setinggi 60 meter dari permukaan bumi. f) Henric’s kedaulatan suatu negara di udara tergantung pada selama masih terdapat gas atau partikel-partikel udara Priyatna Abdurrasyid                                                  56 Ibid., 57 Ibid.,691-692. 































47  menyatakan bahwa kedaulatan wilayah udara suatu negara setinggi pesawat udara konvensional atau tidak dapat lagi melayang. g) Von Karman dengan teori gravitasi menyatakan bahwa wilayah kedaulatan udara di suatu negara apabila sampai pada titik tidak ada lagi daya tarik bumi. Dengan kata lain, batas kedaulatan udara suatu negara sampai pada titik di mana peralatan penerbangan sudah tidak mendapatkan daya angkat aerodinamika. Berdasarkan teori yang di sampaikan, di bedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, mereka yang berpendapat bahwa udara karena sifatnya bebas. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa negara itu berdaulat terhadap udara di atas wilayah negaranya.58 B. Kawasan  Perbatasan Negara Indonesia  Wilayah negara Indonesia memiliki kawasan perbatasan dengan negara lain baik di darat, laut maupun udara.  1. Pengertian Kawasan Perbatasan  Kawasan perbatasan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembahasan mengenai wilayah negara. Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa kawasan perbatasan adalah “bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain,dalam hal batas wilayah negara di darat, dan kawasan perbatasan berada di kecamatan”.59                                                   58 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah...124. 59 Pasal 1(6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 































48  Pengertian perbatasan di bagi dalam dua bagian, yaitu boundaries dan Frontier sebagaimana menurut ahli geografi politik.60 Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda namun saling melengkapi serta mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan di sebut fronteir karena posisinya yang terletak di depan (front) atau di belakang (hinterland) dari suatu negara, sehingga frontier dapat di sebut dengan istilah foreland, borderland, dan march. Istilah boubaries di gunakan untuk istilah yang mengikat  atau membatasi ( bound or limit) suatu unit politik atau negara. Untuk itu istilah boundary lebih tepat di gunakan jika suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat. Secara singkat Bambang Istijono membedakan antara border dan Frontier. Border di artikan sebagai batas negara, sedangkan Frontier di artikan sebagai kawasan perbatasan.61 Berdasarkan pendapat di atas, di simpulkan bahwa perbatasan merupakan suatu kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain yang sebelumnya telah di tetapkan garis batasnya  melalui kesepakatan/perjanjian antar dua atau lebih negara yang bertetangga. Kawasan perbatasan tersebut menjadi tanda berakhirnya kedaulatan dari negara yang dikuasainya. Perbatasan Indonesia pada hakikatnya merupakan batas berakhirnya kedaulatan dari negara Indonesia terhadap wilayahnya. Artinya secara hukum baik nasional maupun                                                  60 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, (Jogjakarta:Graha Ilmu, 2011), 63. 61 Bambang Istijono, “Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan, Arah Kebijakan Menuju Kebijakan Yang Terarah”, jurnal Puskastra Vol. 1 No. 1, (Juli-Desember 2012),48. 































49  internasional kedaulatan negara hanya sampai di kawasan-kawasan perbatasan negara yang telah di tentukan sebelumnya.  Kawasan perbatasan dalam perspektif geografi politik di bedakan menjadi dua, yaitu kawasan perbatasan menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan kawasan perbatasan menurut terjadinya (klasifikasi morfologi).62 Klasifikasi menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) terdiri dari:63 a. Antesedent Boundaries (perbatasan duluan), yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang/ menetapkan batas terluarnya. b. Subsequent Boundaries, perbatasan yang terbentuk setelah adanya cultural landscape dan di buat setelah ada perundingan dan  persetujuan bersama antar kedua  negara. secara khusus perbatasan ini tergantung perbedaan bahasa dan agama. c. Superimposed Boundaries, perbatasan yang berdasar pada perundingan dan kesepakatan bersama antar kedua negara yang tidak berdasarkan sosio kultural, melainkan kepentingan politik. d. Relic Boundaries, perbatasan berupa garis yang kehilangan fungsi politisnya, terutama di bidang budayanya. Tipe ini biasa terjadi pada satu negara yang masuk ke dalam wilayah negara lain.                                                  62 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam..., 69. 63 Ibid.,69-70. 































50  Berdasarkan pemaparan di atas, yang lebih tepat untuk penentuan patok batas antara Indonesia dan Malaysia di Temajuk adalah Superimposed Boundaries. Hal itu terlihat dari adanya patok batas berdasarkan kesepakatan dan perundingan yang di lakukan oleh Inggris dan Belanda pada masa itu. Setelah kedua negara tersebut merdeka juga melakukan perundingan dalam penentuan batas untuk menindaklanjuti kesepakatan yang di buat oleh Inggris dan Belanda. Kawasan perbatasan menurut proses terjadinya (klasifikasi morfologi), terdiri dari dua, yaitu: artificial boundaries dan natural boundaries.64 Artificial boundaries merupakan tanda batas hasil dari buatan manusia. Tanda batas bisa berupa tugu, kanal, terusan, patok dan sebaginya. Tanda batas model ini di adakan setelah adanya perundingan dan kesepakatan dari kedua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan. Sedangkan natural boundaries  adalah tanda batas berdasarkan proses alami. Tanda batas tipe ini di lakukan sebelum adanya kesepakatan tertulis. Tanda batas yang termasuk dalam tipe ini berupa pegunungan, sungai, laut, hutan, gurun, serta antropologis. 2. Nilai Strategis Kawasan Perbatasan  Selama ini streotipe terhadap kawasan perbatasan adalah di anggap terbelakang, masyarakatnya masih tradisional, jauh dari keramaian dan sebagianya. Streotipe itu berkembang sebagai akibat dari kurangnya                                                  64 Ibid., 71. 































51  pengelolaan kawasan perbatasan. Padahal kawasan perbatasan memiliki nilai strategis yang tidak di miliki oleh kawasan lain. Kawasan perbatasan harus mendapat perhatian oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Beberapa argumen yang mendukung untuk pengelolaan kawasan perbatasan. Pertama, kawasan perbatasan adalah kawasan strategis yang menjadi sembuh negara, karena kawasan perbatasan menjadi pintu masuk warga asing yang berkepentingan ke wilayah Indonesia. Kedua, masyarakat yang berada di kawasan perbatasan cenderung masuk dalam kategori tertinggal dalam berbagai aspek. Ketiga, masih kurangnya kajian serta dampaknya untuk pembangunan kawasan perbatasan.65 Ketiga argumen di atas menjadikan kawasan perbatasan menjadi kawasan yang harus di perhatikan oleh berbagai pihak.  Selain itu, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis , antara lain:66 Memiliki potensi sumber daya yang berdampak pada ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah secara signifikan; Menjadi faktor pendorong bagi penongkatan kesejahteraan soal ekonomi masyarakat di dalam maupun di luar wilayah; Mempunyai keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun internasional; Mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional. Berkaitan dengan nilai strategis yang di miliki oleh kawasan perbatasan Kawasan sehingga menjadi bagian yang integral dari pembangunan kawasan                                                  65 Zaenudin Hadi Prasojo, “Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan”, jurnal Walisongo Vol.21 no.2, (November 2013),418. 66 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 54. 































52  perbatasan. Beberapa faktor yang menyebabkan kawasan perbatasan memiliki nilai strategis, antara lain:67 a. karena kawasan perbatasan mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara. b. kawasan perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. c. Kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang di laksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. d. Kawasan perbatasan memiliki pengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun internasional. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis untuk pembangunan negara. Berkaitan dengan nilai strategis kawasan perbatasan, menurut Tri Poetranto yang di kutip Suryo Sakti Hadiwijoyo bahwa pembangunan kawasan perbatasan pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bernilai strategis.68 Nilai strategis di kawasan perbatasan harus menjadi prioritas terutama dalam penataan ruang kawasan. Pengelolaan kawasan perbatasan dalam penataan ruang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  a. Perlunya melakukan pemantapan kawasan berfungsi lindung (taman nasional, suaka alam, hutan lindung) maupun kawasan budi daya.                                                  67 Ibid., 68 Zaenudin Hadi Prasojo, “Dinamika Masyarakat Lokal...,418. 































53  b. Perlunya mengembangkan keterkaitan sistem prasarana dan sarana transportasi hingga mencapai jalur perbatasan (lintas batas) c. Perlunya mengembangkan pusat-pusat permukiman potensial baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun sosial. d. Perlunya mengembangkan prasarana pendukung seperti irigasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat setempat. Penanganan kawasan perbatasan tentu tidak bisa hanya di lakukan oleh satu badan atau instansi terkait. Harus ada kerja sama antar berbagai pihak dan di dukung dengan komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan stakeholders. Selain itu perlu master plan yang komprehensif agar penanganannya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk bisa menjalankan semua tentu tidak bisa lepas dari biaya.69 Untuk itu perlu adanya pengalokasian dana khusus dalam mengelola kawasan perbatasan. 3. Teori Kewenangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan  Kewenangan menurut Bagir Manan adalah  hak dan sekaligus kewajiban (rechten en plichten).70 Sementara menurut Soerjono Soekanto kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat.71 Menurut Jum Anggraini, kewenangan di artikan sebagai: pertama, apa yang di sebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang                                                  69 Ibid., 128. 70Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, (makalah:Fakultas Hukum  Universitas Padjajaran, Bandung, di seminarkan tanggal 13 Mei 2000, 1-2. 71 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2003), 91-92. 































54  berasal dari kekuasaan legislatif (di beri oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kedua, kewenangan bisa terdiri dari beberapa wewenang. Ketiga, kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertenu terhadap pemerintahan.72 Kewenangan yang ada pada suatu lembaga negara sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini lembaga atau badan nasional pengelola perbatasan sudah di beri kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola kawasan perbatasan di wilayah negara Indonesia. Pengelolaan menurut pasal 1 poin 8 peraturan BNPP No. 1 tahun 2011 tentang desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2015 adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan serta pengendalian. Pengelolaan kawasan perbatasan perlu memperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan.73  Stephen B. Jones dengan teori boundary making membagi langkah pengelolaan kawasan perbatasan menjadi empat macam, yaitu Allocation, Delimination, Demarcation, dan Administration.74 Keempat langkah tersebut saling berkaitan dan menjadi satu rangkaian dalam pengambilan keputusan yang saling terkait dalam pelaksanaannya.                                                  72 Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 87. 73 Budi Hermawan Bangun, “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”, TanjungPura Law Journal, Vol 1, Issue 1, (Januari 2017)., 55 74Wahyuni Kartikasari, “Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah – Wilayah Perbatasan Indonesia”, dalam Ludiro Madu,Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas:Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),111. 































55  Allocation (alokasi), merupakan kejelasan wilayah berdasarkan bukti-bukti historis dan yuridis.75 Ruang lingkup wilayah di tentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk di Indonesia wilayah Indonesia secara nasional sudah di atur dalam ketentuan perundang-undangan negara. Rujukan tertinggi yang di gunakan adalah pasal 25 A UUD tahun 1945, selain itu Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor  17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia.76 Pada dasarnya aturan tersebut di jadikan rujukan hukum nasional dalam ruang lingkup cakupan wilayah negara Indonesia. Sedangkan dari segi hukum internasional menggunakan prinsip uti possidetis juris untuk wilayah darat dan konvensi UNCLOS untuk wilayah laut. Delimination (penetapan batas), adalah penegasan garis batas perbatasan melalui serangkaian diplomasi berdasarkan bukti-bukti sejarah da yuridis pada masa lalu.77  Tahap ini di lakukan identifikasi area-area yang overlapping atau harus di tentukan batas-batasnya dengan negara tetangga, penentuan titik koordinat dan pembuatan peta ilustrasi umum sebagai hasil dari kesepakatan. Kemudian kesepakatan tersebut di perkuat dengan pembuatan perjanjian atau MoU antar kedua negara. Demarcation (penegasan batas) adalah proses teknis dalam penentuan titik-titik patok perbatasan yang di lakukan dengan serangkaian kegiatan seperti                                                  75 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata ....., 681. 76 Budi Hermawan Bangun, “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah..., 56. 77 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata...681. 































56  survei dan pemetaan.78 Tahap ini dilakukan dengan memasang tanda batas di sepanjang garis batas yang telah di sepakati dengan negara tetangga. Untuk di bagian darat dilakukan dengan pemasangan patok batas di sepanjang garis batas. Namun untuk di laut mengalami kesulitan dalam memasang tanda batas di sepanjang garis batas. Saat ini hanya memasang menara suar sebagi penanda batas antara kedua negara.79 Penetapan dan penegasan batas wilayah negara sangat penting dan mendesak. Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang memerlukan ruang baru bagi kebutuhan kegiatan suatu negara. Jika tidak di lakukan penegasan mengenai wilayah, akan terancam hilang atau berubahnya batas wilayah suatu negara atau saling klaim wilayah negara oleh kedua negara yang berbatasan. Administration (manajemen pembangunan), pada tahap ini dilakukan pembangun di kawasan perbatasan dengan melibatkan multi sektor dan perencanaan yang terintegrasi dari berbagai bidang, seperti politik, sosial, pertahanan dan keamanan,  ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lainnya.80 Pada tahap ini juga di lakukan pengelolaan penduduk dan sumber daya, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengelolaan CIQ (Costumers, Immigration And Quarantine) dan lainnya.81                                                  78 Ibid., 682. 79 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara...  17. 80 Wahyuni Kartikasari, “Mengurai Pengelolaan Perbatasan...,112. 81 Romi Nugroho dan Arditya Wicaksono, “Menata Sejengkal Tanah Di Ujung Batas Negara (Sinkronisasi Dan Koordinasi Lintas Kementrian Dan Lembaga Dalam Percepatan Pembangunan”, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Th. V, No. 1,( Januari-Juni 2013),284. 































57  Dengan demikian kawasan perbatasan bisa maju sebagaimana kawasan yang padat penduduk seperti di ibukota kabupaten/provinsi. Mengetahui kondisi kawasan perbatasan menjadi hal yang sangat penting agar dalam pengelolaannya bisa tepat sasaran. Untuk mengetahui kondisi kawasan perbatasan menggunakan teori Stephen B. Jones dalam mengelola kawasan perbatasan. Dengan demikian bisa di lihat kawasan perbatasan termasuk dalam tahapan yang mana, apakah Allocation (alokasi),  Delimination (penetapan batas), Demarcation (penegasan batas), atau Administration (manajemen pembangunan).82 Setelah mengetahui terdapat pada tingkat mana, akan mempermudah dalam pengelolaannya. Yang jelas pengelolaan yang di lakukan sesuai dengan kondisi dari perbatasan tersebut. Secara umum permasalahan Allocation (alokasi),  Delimination (penetapan batas), relatif sudah selesai. Dengan demikian pengelolaan perbatasan di darat terfokus pada Demarcation (penegasan batas), atau Administration (manajemen pembangunan).83 Penanganan perbatasan di darat lebih mudah dikarenakan terdapat batas fisik sehingga mudah untuk di tangani. Meskipun di anggap mudah dalam penanganannya, namun hingga saat ini masih belum mampu menyelesaikan akibat kurang optimal dalam pengelolaannya. Negara masih harus tetap memperhatikan dan menjaga kedaulatan  kawasan perbatasan.                                                   82 Ibid., 83 Juni Suburi, “Kebijakan Pengelolaan Batas ...,113. 































58   C. Teori Siyâsah Dustûriyyah   1. Ruang Lingkup Siyâsah Dustûriyyah  Siyâsah dustûriyyah merupakan salah satu bagian dari Siyâsah yang mengatur masalah undang-undang dalam negara. Secara umum permasalahan yang di bahas dalam Siyâsah adalah hubungan antar pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam negara, sehingga cakupannya sangat luas. Untuk itu, pembahasan Siyâsah dustûriyyah  hanya di batasi pada pengaturan atau perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realita kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.84 Kata dustûriyyah berasal dari kata  dustûr sama  dengan constitution  dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata “dasar”  dalam  Bahasa  Indonesia  tidaklah  mustahil berasal  dari  kata  dustûr.  Sedangkan  menurut istilah  Siyâsah dustûriyyah, merupakan  nama  satu  ilmu  yang  membahas  masalah-masalah pemerintahan  dalam  arti  luas,  karena  di  dalam  dustûr  itulah  tercantum sekumpulan  prinsip-prinsip  pengaturan  kekuasaan  di  dalam  pemerintahan suatu negara sebagai dustûr.  Dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan  dan  aturan-aturan  lainnya  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan dustûr  tersebut. Dustûriyyah juga merupakan penyerapan dari bahasa Persia. Semula di artikan sebagai “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik                                                  84 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta:Kencana,2004),47. 































59  maupun agama. Selanjutnya kata dustûr digunakan untuk menunjukkan anggota kependekaran Zoroaster (Majusi). Menurut istilah, dustûr di artikan kumpulan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat di suatu negara. dalam bahasa Indonesia, dustûr di artikan sebagai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 sebagai dasar negara. Prinsip-prinsip Islam yang ada dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  adalah menjamin hak asasi manusia setiap anggota maskara dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa ada perbedaan dalam segala hal, seperti agama,status sosial, pendidikan, dan sebagainya. Pada umumnya ruang lingkup siyâsah dustûriyyah  tidak bisa lepas dari dua hal pokok, yaitu: pertama, aturan yang tidak bisa berubah, seperti dalil-dalil kulliy baik ayat Al-Qur’an, Hadist, Maqosid syari’ah, serta ajaran Islam yang mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, seperti hasil ijtihad para ulama. Siyâsah dustûriyyah  pada umumnya di bagi menjadi tiga cakupan, yaitu: a. Bidang Siyâsah Tasyri’iyah, termasuk persoalan Halul Hali Wal Aqdi, perwakilan rakyat, dasar hubungan muslim dan non muslim. b. Siyâsah Tanfidiyah, mencakup masalah Imamah, bai’at, Wizarah, Waliy al-aqd. c. Siyâsah Qadlaiyah, masalah peradilan d. Siyâsah Idariyah, masalah administrasi dan kepegawaian. 































60  Siyâsah dustûriyyah dalam mengatur negara memiliki beberapa sumber, yaitu:85 a. Al-qur’an, yaitu ayat-ayat yang berisi hubungan atau prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur’an. b. Hadis, yang berhubungan dengan kepemimpinan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum dalam negara Arab. c. Kebijakan-kebijakan khulafa ar-rasidin dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun antara sahabat memiliki cara dan corak berbeda dalam memerintah, namun kesamaan dalam orientasinya yang di tujuan sebesar-besarnya pada kemaslahatan rakyat. d. Ijtihad para ulama, yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip siyâsah dustûriyyah  dalam mencari jalan untuk mencapai kemaslahatan umat. e. Adat atau kebiasaan (konvensi), merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat yang, memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat yang ada dalam lingkungan adat tersebut. 2. Wilayah Negara dalam  Siyâsah Dustûriyyah  Wilayah sebagai salah satu unsur dari terbentuknya negara Islam sudah ada sejak masa Nabi Muhammad.  Pada awal Islam, wilayah negara di bagi berdasarkan agama yang di anut, dalam hal ini adalah Mekah. Setelah  13 tahun nabi beserta sahabat melakukan hijrah ke Madinah dan membuat suatu pemerintahan Islam. Nabi Muhammad sebagai pemegang kekuasaan                                                  85 Ibid., 53-54. 































61  pemerintah yang berdaulat di Madinah yang terdiri dari daratan, lautan dan udara.86Pasca peristiwa Fathul Makkah, wilayah negara Islam semakin menyebar sehingga meliputi semenanjung Arabia.87 Dalam perkembangannya wilayah negara Islam semakin meningkat setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin dan kerajaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah ke berbagai wilayah di kawasan timur tengah dan sekitarnya. Agar wilayah negara kekuasaan bisa di atur, maka nabi mengutus para sahabat untuk menjadi pemimpin di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dengan banyaknya wilayah kekuasaan maka eksistensi Islam semakin meningkat. Para Fuqaha membagi kawasan dunia menjadi dua bagian, yaitu Dar Al-Islam dan Dar al-Harb. Dar Al-Islam atau negara damai merupakan negara yang di dalamnya terdapat hukum Islam atau penduduk Islamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Kategori negara Dar Al-Islam  adalah semua atau sebagian penduduknya yang beragama Islam, yang di pimpin oleh seorang muslim meskipun sebagian warganya bukan muslim, atau negara yang di pimpin oleh seorang nonmuslim namun penduduknya bisa melahirkan hukum-hukum Islam.88  Sedangkan Dar Al-Harb merupakan negara yang mencakup semua negara bukan Islam yang tidak berada di bawah kaum muslimin atau tidak                                                  86 Ahmad Sukarja, hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam perspektif Fiqh Siyasah..52 87 Ismah Tita Ruslin,”Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015., 3.  88 Ahmad Muhtadi Anshor , “Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fiqh Siyasah”,Jurnal Episteme, Vol 8 No. 1, Juni 2013, 55. 































62  tampak di dalamnya hukum-hukum Islam.89 Dar Al-Harb merupakan wilayah negara yang di kuasi oleh non Islam. 3. Menjaga Wilayah Negara dalam  Siyâsah Dustûriyyah  Dalam ketatanegaraan Islam, menjaga wilayah negara erat kaitannya dengan menjaga pertahanan dan keamanan. Setiap agama memiliki cara tersendiri untuk mengungkap mengenai pentingnya pertahanan  dalam suatu negara. Salah satunya adalah agama Islam yang menawarkan konsep jihad. Bagi Islam, jihad menempati posisi strategis, bahkan dalam perjalanan sejarahnya, jihad di gunakan oleh para pejuang Islam untuk memperluas wilayah kekuasaan, sering melakukan penyerangan dan peperangan dengan agama lain.90 Tentunya perang yang di lakukan berdasarkan tata cara yang di ajarkan oleh nabi Muhammad saw.  Secara etimologis, jihad berasal dari kata  Jaahada, Yujaahidu, Mujaahadatan, Hidaadan yang di artikan sebagai bekerja sepenuh hati.91  Jihad merupakan cara yang di gunakan dalam Islam untuk mengemban dakwah keluar negara. jihad di maksudkan sebagai perang di jalan Allah yang memerlukan pasukan yang di lengkapi dengan persenjataan.92 Jihad menurut Hasan al Bana merupakan suatu kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat, tingkat terendah dari jihad itu sendiri berupa                                                  89 Ibid., 56. 90 Kamarudin, “Jihad Dalam Perspektif Hadis”, jurnal Hunafa, Vol. 5, No.1, April 2008.,  102. 91 H.A.R. Sutan Mansur, Jihad, (Jakarta: Panji masyarakat,1982), 9. Lihat pula M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an :Tafsir Maudhu’i Pelbagai Persoalan Umat, Cet ke-VIII, (Bandung:Mizan, 1998), 501-505. 92 Hizbut Tahrir,Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan Dan Amninistrasi), Terj. Yahya A.R, (Jakarta: HTI Press,2016) ,128. 































63  penolakan hati atas kemungkaran dan tingkat tertingginya adalah perang di jalan Allah.93 Sedangkan menurut Sayyed Husen Nasr makna pokok dari jihad adalah pengerahan tenaga atau usaha dan perang. Jihad di artikan sebagai perang maksudnya adalah berperang di jalan Allah melawan kekuatan-kekuatan jahat yang mengganggu dengan cara mempertaruhkan nyawa dan harta.94 Sementara Muhamad Chirzin sebagaimana di kutip Deni Irawan95 membagi pengertian jihad menjadi dua, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, jihad di artikan sebagai perang di jalan Allah yang di tunjukkan dengan kematian di medan perang beserta Perolehan ghnaimah96. Sementara dalam arti luas, jihad di artikan sebagai segala usaha yang ridho Allah baik berbentuk ibadah khusus yang bersifat individu maupun kolektif.  Beberapa pengertian dari jihad, namun dalam pembahasan ini hanya di fokuskan pada pengertian dalam arti perang. Dengan demikian, dalam al-qur’an kata jihad selalu di ikuti dengan ungkapan fi sabilillah  sehingga menjadi jihad fi sabilillah (perang di jalan Allah).97 Dalam pada itu jihad merupakan suatu usaha yang di lakukan untuk mempertahankan kekuasaan Islam. Wilayah negara perlu peraturan dalam mengelola dan mempertahankannya. Upaya                                                  93 Muhammad Chirzin,Jihad Dalam Al-Qur’an, Telaah Normatif, Historis Dan Perspektif, ( Yogjakarta:Pustaka belajar1997), 12.  94 Sayyed Hussen Nasr, Ensiklopedia Tematis Spiritual Islam, Terj. Rahmani Astuti, ( Bandung:Mizan,2002), 168. 95 Deni Irawan, “Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an Tentang Menciptakan Perdamaian”, Jurnal Religi, Vol X, No. 1,( Januari 2014),70.  96  Merupakan harta rampasan hasil perang yang di bagikan kepada pasukan perang. Lihat Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi..., 321. 97Ibid.,  69. 































64  perwujudan pertahanan perlu di kerahkan segenap potensi dan kemampuan. Sebagaimana  terdapat dalam QS Al-Anfal:60. 
(#ρ‘‰Ïã r&uρ Νßγs9 $¨Β ΟçF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ø9 $# šχθç7 Ïδ ö è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# 
öΝ à2¨ρß‰ tã uρ tÌ yz# u uρ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑ n= ÷ès? ª! $# öΝ ßγßϑ n= ÷ètƒ 4 $tΒ uρ (#θà)ÏΖè? ÏΒ & ó x« †Îû È≅‹ Î6y™ 
«! $# ¤∃uθãƒ öΝ ä3ö‹ s9Î) óΟ çFΡ r&uρ Ÿω χθßϑ n= ôà è?   “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang di tambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan di balasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di aniaya (di rugikan)” (Q.S. Al-Anfal:60).  Dari ayat di atas di ketahui bahwa dalam menjaga wilayah negara juga di perlukan adanya kekuatan. Kekuatan yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan adalah militer.  Militer inilah yang menjaga keamanan dan pertahanan negara. Militer di perbolehkan untuk melakukan perang (dalam Islam di kenal jihad)98. Terdapat dua alasan memperbolehkan perang dalam Islam, yaitu:99 Untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya; Menjaga keselamatan  dalam  penyebaran  dan  mempertahankannya  dari orang-orang yang menghalanginya. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa menjaga wilayah negara menjadi suatu keharusan bagi pemimpin dan pemerintah yang berwenang. Sekalipun                                                  98 Begitu pentingnya jihad dalam Islam sehingga sebagian golongan menybutnya termasuk dalam rukun Islam keenam. Debby A.Nasution, Kedudukan Militer Dalam Islam, ( Jogjakarta:Tiara wacana, 2003), 134. 99 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Cet.ke XII ( Jakarta:Rajawali Press, 2003), 27. 































65  dalam al-Qur’an secara eksplisit tidak ada memerintahkan membentuk dan menjaga wilayah negara, namun dalam dalam Islam mengajarkan prinsip-prinsip dalam bernegara serta hak-hak rakyat. Meminjam pendapatnya Abu A’ala Al-Maududi sebagaimana yang di kutip H.A Djazuli rakyat dalam suatu dengar memiliki hak-hak, di antaranya: pertama, perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. Kedua, perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Ketiga, kebebasan menyatakan  pendapat dan berkeyakinan. Keempat, terjamin kelas hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.100 Untuk menjaga dan memenuhi hak-hak rakyat maka di perlukan untuk menjaga wilayah negara yang di tempati oleh rakyat.                                                  100Abu A’al Al-Maududi dalam H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...,64. 































  BAB IV ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) DALAM MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA   TINJAUAN  SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH  A. Analisis Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengelola Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara  Pengelolaan  kawasan perbatasan sudah menjadi prioritas dari pemerintah sesuai dengan program Nawa Cita pada poin ke tiga berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Mengacu pada teorinya Jean Bodin dalam mengelola kawasan perbatasan di desa Temajuk kecamatan Paloh kabupaten Sambas saat ini fokus pada administrasi atau pengelolaan.  Pengelolaan masuk ke dalam desain besar dari lembaga BNPP dengan menggunakan pendekatan keamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan yang di lakukan secara stimulan.1  Pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2015-2019 di fokuskan pada agenda:2 a. Penetapan dan penegasan batas wilayah b. Peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum c. Peningkatan pelayanan lintas batas negara d. Peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan                                                  1 Pasal 7 Ayat (1)  dan Ayat (2) Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015. 2 Pasal 2 Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. 































103   e. Penataan ruang kawasan perbatasan f. Pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan g. Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan h. Panutan/penataan kelembagaan Pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut meliputi: pertahanan, keamanan dan hukum; ekonomi kawasan; sosial dasar kawasan perbatasan.3Untuk itu perlu adanya kebijakan pembangunan pembangunan serta pengembangan kawasan perbatasan menjadi suatu konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif.  Untuk mencapainya perlu adanya pendataan dan perangkat analisis yang tepat.4 Berpijak pada tugas dan fungsi BNPP yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah negara serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, beberapa kebijakan yang di buat BNPP dalam rangka pengelolaan kawasan perbatasan, di antaranya:  1. Menetapkan kebijakan program pembangunan nasional 2. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran, berdasarkan pasal 3 peraturan kepala badan nasional pengelola perbatasan nomor  3 tahun 2007 tentang rencana aksi pengelolaan  perbatasan negara tahun 2018 Anggaran kementrian/lembaga dalam mengelola kawasan perbatasan tahun di alokasikan APBN sebesar 28.524.742.540.015,00 ( dua puluh delapan triliun du ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima belas                                                  3 Pasal 6 peraturan BNPP No. 1 tahun 2011 tentang desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2015. 4 Mufizar, dkk, “Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal PMIS UNTAN PSS (2012), 4.  































104   rupiah). Anggar tersebut kemudi di alokasikan ke berbagai sektor pengelola kawasan perbatasan. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan, sebagaimana yang sudah di paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa lembaga BNPP sudah terbentuk sejak tahun 2010 dengan adanya peraturan presiden nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP.  kemudian BNPP pusat melakukan koordinasi kepada lembaga pengelola perbatasan di di daerah serta melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana terdapat dalam UU wilayah negara. 4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan, setiap tahun BNPP membuat laporan kinerja guna mengevaluasi kinerja dan bahan untuk membuat kebijakan kedepannya. Tugas BNPP yang hanya sebagai koordinator pelaksanaan, sementara di daerah provinsi dan kabupaten belum di bentuk badan pengelola perbatasan daerah. Dengan demikian akan mempersulit dalam proses pengkoordinasian. Meskipun hingga saat ini usus di Kalimantan Barat terdapat BPKPK (Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama yang secara khusus mengatur tentang kawasan perbatasan di Kalimantan barat dan sekretaris bagian kawasan perbatasan di kabupaten Sambas, namun koordinasi dari BNPP masih sangat lamban. Sementara nada di daerah berfungsi sebagai Monitoring dan melaksanakan sesuai instruksi dari pusat. Menurut Budi Hermawan Bangun hal inilah yang menjadikan penyebab pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan barat khususnya di kabupaten Sambas belum maksimal dan masih 































105   terjadi berbagai permasalahan.5 Terlebih menurut Jahawir Thontowi, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sering terjadi permasalahan atau pelanggaran hukum seperti tenaga kerja ilegal, klaim budaya/adat, pergeseran patok batas, nelayan ilegal.6 Suryo Sakti Hadiwijoyo membagi permasalahan menjadi dua kategori, yaitu permasalahan yang menyangkut kedaulatan negara dan permasalahan yang menyangkut pada masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.7 Beberapa permasalahan di kawasan perbatasan darat khususnya di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, di antaranya: 1. Belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, kondisi ini di tunjukan dengan adanya konflik pemanfaatan ruang (lahan) antara kawan budi daya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan budi daya seperti kegiatan pertambangan dan kehutanan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat di perbatasan. 2. Kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal, kawasan perbatasan di kabupaten Sambas masuk dalam kategori tertinggal sebagai akibat kurangnya perhatian pemerintah. Kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan saat ini cenderung di fungsikan sebagai sabuk keamanan.                                                  5Budi Hermawan Bangun “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara:Perspektif Hukum Internasional”, TanjungPura Law Journal, Vol 1, Issue 1, (Januari 2017), 8. 6 Jahawir Thontowi, “Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia”, Jurnal Yuridika Vol. 30 No. 3,( Desember 2015), 356. 7Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, (Jogjakarta: Graha Ilmu,2011), xi. 































106   3. Kendala geografis, secara geografis, kawasan perbatasan di kabupaten Sambas sangat luas, sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya baik dari segi pelayanan, dana serta kebutuhan aparatur. 4. Adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, terlihat dari GBHN tahun 1999-2004 dalam program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2000-2004 sudah di amanatkan arah kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan. namun pada tataran implementasi masih belum terbukti. 5. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi, penanganan kawasan perlu kerja sama antar lembaga/sektor. Namun tidak jarang dalam pengelolaannya terjadi perebutan pengaruh di kawasan perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat ada masalah. 6. Rendahnya sumber daya manusia, kondisi ini di tunjukan dengan rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi. Sehingga banyak dari masyarakat yang tinggal l di kawasan perbatasan bekerja sebagai TKI di  negara tetangga. 7. Kemiskinan,  akibat minimnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya lama yang tersedia, masyarakat di kawasan perbatasan memiliki kendala dalam hal pembangunan dalam bidang ekonomi. 8. keterbatasan infrastruktur, kawasan perbatasan memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, saran pendidikan, saluran komunikasi. Kondisi demikian membuat masyarakat di kawasan perbatasan berorientasi kepada negara tetangga yang tingkat aksesilibilitas infrastruktur fisik dan informasinya relatif lebih tinggi. 































107   9. Lemahnya penegakan hukum, luasnya kawasan perbatasan tidak sebanding dengan sarana dan prasaran penegak hukum sehingga di kawasan perbatasan rentan terjadi kasus pelanggaran hukum, seperti penyeluduan barang/jasa (Sumuggling), Illegal Logging, Human Trafficing. 10. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, kondisi kawan perbatasan yang kaya akan sumber daya alam (hutan, perkebunan, tambang emas), namun upaya pengelolaannya belum di lakukan secara maksimal. Hal itu dikarenakan  keterbatasan infrastruktur juga terkait ketidakjelasan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan. 11. terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, sebagian kawasan perbatasan, sumber daya alam di manfaatkan secara ilegal dan tidak terkendali. Aktivitas demikian mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup yang berdampak pada bencana alam. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan di daerah hanya sebatas memberikan usulan mengenai pembangunan kawasan perbatasan, memonitoring perkembangan pembangunan kawasan perbatasan yang di lakukan oleh pemerintah pusat serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan dan pembuatan kebijakan di kawasan perbatasan. Kewenangan yang di miliki oleh pengelola daerah tidak akan berdampak pada pembangunan kawasan perbatasan karena untuk membuat kebijakan dan sebagainya harus menunggu koordinasi dari pusat. Sementara pemerintah pusat tidak mengetahui real di lapangan kondisi kawasan 































108   perbatasan. Pada akhirnya berpengaruh pada lambanya pembangunan di kawasan perbatasan. Agar posisi BNPP yang notabene-nya sebagai satu-satunya badan pengelola kawasan perbatasan, perlu komitmen yang kuat antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang mengelola khusus kawasan perbatasan. Keberadaan pemerintah daerah sudah di atur dalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU wilayah negara, tidak serta-merta membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola kawasan perbatasan, hal itu dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:8  pertama, Belum memadainya kapasitas pemerintahan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral. Dengan demikian memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hierarki lebih tinggi. Kedua, Belum tersosialisasikannya regulasi mengenai pengelolaan kawasan perbatasan. Ketiga, Terbatasnya anggaran dana di pemerintahan daerah untuk membiayai pengelolaan kawasan perbatasan. Keempat, Masih ada tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Seharusnya Badan Pengelola Berbatasan Daerah Kabupaten/Kota di berikan penyerahan urusan pemerintahan, pelimpahan kewenangan dan                                                  8 Chairil Effendy, Laporan Penelitian, Kewenangan ...,I-6. 































109   penugasan yang lebih maksimal karena itu sudah di atur dalam UU wilayah negara. Dengan demikian, keberadaan badan pengelola daerah bukan hanya bertugas dan berfungsi dalam forum rapat koordinasi dan konsultasi.9 Melainkan mampu  melakukan tindakan dan pembangunan dalam mengelola kawasan perbatasan. Idealnya yang berada di kawasan perbatasanlah yang lebih mengetahui kondisi  nyata mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan. Dengan demikian akan mempermudah pembangunan  dan pengelolaannya akan tepat sasaran.  Penanganan kawasan perbatasan selama ini memang belum optimal dan kurang terpadu bahkan sering kali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak.  Sekalipun sudah ada Undang-undang yang mengatur serta di bentuknya lembaga yang mengurus masalah wilayah perbatasan. Hal itu di perparah dengan keadaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan seakan lepas dari perhatian. Kondisi dan permasalahan yang terdapat di wilayah perbatasan secara umum di kelompokkan menurut ruang lingkupnya terdiri dari permasalahan menyangkut kedaulatan bangsa dan menyangkut kepentingan langsung masyarakat perbatasan.  Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya BNPP dalam mengelola kawasan perbatsan di desa Temajuk Kecamatan Paloh kabupaten Sambas, di antaranya: di antaranya:                                                  9 Serli, “Badan Pengelola Perbatasan Urusan Wajib Atau Pilihan”, dalam www.pontianak Post.co.id, ( 8 Desember 2015). 































110   1. Belum maksimalnya koordinasi antara BNPP di pusat dengan lembaga di bawah serta lembaga sektoral lainnya. 2. Belum di bentuk Badan pengelola perbatasan daerah provinsi atau kabupaten. 3. Letak geografis kawasan perbatasan yang relatif jauh sehingga sulit untuk di jangkau. 4. Keterbatasan anggaran dana baik dari pusat maupun daerah untuk mambang kawasan perbatasan. 5. Belum ada aturan khusus yang membahas tentang pengelolaan kawasan perbatasan. 6. Panjangnya rentang koordinasi dalam melakukan pengelolaan kawasan perbatasan. 7. Belum adanya aturan yang mengizinkan pemerintah daerah ikut dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Kondisi perbatasan yang masih tertinggal jika di bandingkan dengan negara tetangga. Ketertinggalan terlihat dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, kependudukan, infrastruktur. Ketertinggalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi kawasan perbatasan, terlebih letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Guna menunjang kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dari suatu negara agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan 































111   di negara Indonesia dengan perbatasan di negara Malaysia, perlu pembangunan kawasan berbatasan, seperti:10 1. Memiliki pos lintas batas yang di lengkapi fasilitas CISQ (custom immigration security quarantine) di setiap daerah yang berbatasan langsung. 2. Memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar 3. Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. 4. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang bisa di andalkan, dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan masyarakat. 5. Memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat di sejajarkan dengan masyarakat di negara tetangga. Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Temajuk kecamatan Paloh kabupaten Sambas,  terdapat beberapa kebijakan yang di tawarkan, di antaranya:11 1. Mendorong kemauan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perbatasan. 2. Mempercepat dan memperluas ketersediaan infrastruktur                                                  10 Enny Lidya Mayona, Dkk, “Penyusunan Arahan Strategi Dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara Di Provinsi Kalimantan Barat” Jurnal Tata Kelola Vol. 13 No. 2,Mei 2011. 126. 11 Zulkifli,Dkk,”Resiko Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Dengan Model Kerja Sama Ekonomi Internasional” Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1 (Januari 2017), 67. 































112   3. Memperkuat kemampuan jaringan kelembagaan perbatasan dengan saling berkoordinasi dan menghindari ego sektoral 4. Mempererat hubungan ekonomi dengan negara tetangga melalui kerja sama yang saling menguntungkan. 5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan. Terlepas dari kinerja BNPP yang belum maksimal dalam mengelola kawasan perbatasan di desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, keberadaan BNPP harus di pertahankan dan di perkuat, mengingat:12 Pertama, keberadaan BNPP sudah di amanahkan oleh undang-undang tepatnya dam UU wilayah negara untuk mengelola kawasan perbatasan. dengan demikian, jika BNPP di bubarkan secara otomatis akan menimbulkan perdebatan dan terlihat tidak patuh terhadap undang-undang. Kedua,Keberadaan BNPP juga di perlukan untuk merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK yang di kenal dengan Nawa Cita, yang salah satunya adalah konsisten membangun negara dari pinggiran. Untuk bisa konsisten dalam membangun kawasan perbatasan, harus ada lembaga khusus yang menanganinya. Dengan kata lain keberadaan BNPP sejalan dengan semangat Nawa Cita yang sudah di programkan. Ketiga, Adanya BNPP juga berfungsi untuk mengubah paradigma mengenai kawasan perbatasan. Sejauh ini pembangunan kawasan perbatasan                                                  12 http://www.Thahjokumolo.com.2014/12.alasan mempertahankan dan memperkuat bnpp. (di akses pada tanggal 27 Februari 2018). 































113   hanya mengedepankan keamanan lewat TNI. Pembangunan hanya dengan pendekatan keamanan rupanya membawa dampak tersendiri bagi kawasan perbatasan,yang di perhatikan hanya masalah keamanan dengan mengesampingkan kesejahteraan. Padahal pendekatan kesejahteraan sangat di perlukan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk itu, keberadaan BNPP sangat diperlukan dalam perubahan. Berdasarkan pemaparan di atas bisa di tari benang merah bahwa  pengelolaan kawasan perbatasan sangat perlu untuk di tingkatkan. Hal itu menyangkut Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana menurut Jumly Assidiqi bahwa kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan.13 Menurut Samidjo yang di kutip Titik Triwulan Tutik bahwa Keberadaan suatu negara menjadi unsur mutlak dari suatu negara.14 Untuk itu perlu pengelolaan yang baik terutama di kawasan perbatasan agar tidak mengancam kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. B. Analisis Kewenangan  Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Perspektif fiqih Siyâsah Dustûriyyah  Penentuan batas teritorial wilayah negara dalam ketatanegaraan Islam berdasarkan penganut agamanya, meskipun antara penganut agama Islam dengan non Islam berada dalam satu daerah, namun terdapat perlakuan yang                                                  13 Jimly Assidiqi, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Bulanan Ilmu Poluler,2007),143. 14 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,( Depok, Prenadamedia Group, 2017), 675. 































114   berbeda. Di mana kafir Dzimmi yang berada di wilayah negara Islam di wajibkan membayar Jizyah sebagai jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai warga negara di dalam negara Islam. Pengelolaan kawasan perbatasan di negara Indonesia menjadi tanggung jawab Badan nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dalam kajian fiqih Siyâsah Dustûriyyah kekuasaan mengelola kawasan perbatasan ada di lembaga diwan (administrasi). Al Mawardi dalam bukunya berjudul Al-Hakaamus-Sulthaaniyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah menjelaskan dalam penentuan batas teritorial wilayah negara Islam meliputi enam bagian, meliputi:15  Pertama, menentukan teritorial setiap wilayah yang membedakannya dengan wilayah lain dengan cara merincikan sudut-sudut dan perbatasan dengan wilayah lain. Dengan demikian setiap wilayah dapat di ketahui dengan pasti batas-batasnya. Jika tanah dan properti yang ada di masing-masing wilayah itu berbeda hukumnya, maka tanah atau properti itu harus di jelaskan secara detail. Jika tidak ada perbedaan, cukup merincikan sudut-sudutnya saja tanpa merincikan secara detail tanah dan properti yang ada di wilayah tersebut.16 Kedua, menyebutkan status wilayah apakah termasuk wilayah yang di taklukan oleh negara Islam dengan kekerasan atau dengan cara damai. Tanah yang terdapat di wilayah tersebut juga di ketahui statusnya apakah termasuk sepersepuluh atau tanah kharaj. Hukum atas tanah yang ada di wilayah tersebut                                                  15Al Mawardi, Al-Hakaamus-Sulthaaniyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah, Terj.Abdul Hayyie al-Kttani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 396. 16 Ibid., 































115   apakah hukumnya berbeda-beda atau sama. Ada tiga kemungkinan mengenai status tanah yang ada dalam wilayah negara Islam, yaitu: 1). Seluruh tanah dalam wilayah itu adalah sepersepuluh tanah. 2). Semua tanah dam wilayah itu adalah tanah kharaj. 3). Sebagian tanah di wilayah itu berstatus sepersepuluh dan yang lainnya berstatus kharaj.17 Ketiga, kharaj yang di pungut dari lahan dan yang sudah di tetapkan sesuai dengan luas lahannya. Harus di jelaskan apakah kharaj yang di pungut itu berdasarkan bagi hasil dari ataukah berdasarkan nilai tertentu yang telah di tetapkan. Jika di tetapkan pungutan kharaj itu berdasarkan bagi hasil, petugas/pengukur lahan dari instansi Diwan. Kharaj harus menyebutkan jumlah bagi hasil tersebut, apakah seperempat,sepertiga atau setengahnya. Kemudian di catat dalam Diwan itu besarnya takaran hasil panen yang di hasilkan sehingga besarnya bagi hasil dapat di tentukan.18 Keempat,menyebutkan penduduk kafir dzimmi dan akad Jizyah atas mereka yang sudah di tetapkan. Jika keadaan ekonomi mereka berbeda-beda, mal statusnya harus di sebutkan agar bisa untuk menentukan hukum berdasarkan kemampuan mereka. Namun jika statusnya sama maka yang di                                                  17 Jika tanah dalam wilayah bersatatus sepersepuluh, tidak harus di jelaskan luas dari tanah tersebut karena pungutan sepersepuluh itu di ambil berdasarkan hasil tanaman, bukan berdasarkan luasnya lahan. Sementara jika tanah dalam lahan kharaj, luas masing-masing tanah harus di informasikan karena kharaj di pungut berdasarkan luasnya lahan. Jika kharaj yang di tarik dari lahan itu berstatus sebagai biaya penyewaan,para pemilik lahan itu tidak perlu di sebutkan, karena pemilik lahan adalah seorang muslim atau kafir tidak mempengaruhi besarnya kharaj. Sedangkan kharaj yang di pungut itu berstatus jizyah, pemiliknya harus di sebutkan, karena berbeda status keagamaan pemilik lahan itu maka berbeda pula hukum yang berhubungan dengan pungutan lahan. Jik status lahan sebagian berstatus sepersepuluh dan sebagian lagi berstatus kharaj, maka lahan yang berstatus sepersepuluh harus di catat dalam Diwan sepersepuluh, dan lahan yang berstatus kharaj harus di catat dalam Diwan  kharaj, karena berbedanya hukum masing-masing lahan itu di berlakukan hukum sesuai dengan statusnya. Ibid., 396-397. 18 Ibid.,397. 































116   catat boleh menyebutkan jumlahnya. Diwan juga harus mendata setip tahun antuk mengetahui yang sudah balig  di antara mereka serta penghapusan jizyah atas orang yang sudah meninggal atau yang sudah memeluk agama Islam. dengan demikian dapat di ketahui siapa saja dari mereka yang masih berkewajiban membayar jizyah.19 Kelima, jika wilayah tersebut sebagai penghasil barang tambang, maka harus di sebutkan jenisnya yang di akan hasilkan, sehingga dapat di tentukan besarnya pungutan atas barang tambang tersebut.  Pungutan hasil tambang bidak bisa di tentukan dengan luasnya lahannya, melainkan berdasarkan kadar yang di peroleh. Bagi wilayah penghasil tambang tidak perlu di jelaskan status wilayahnya apakah termasuk Kharaj atau sepersepuluh, karena Diwan yang di buat bagi wilayah tambang  untuk mencatat pungutan atas penghasilan atas wilayah itu.20 Keenam, jika wilayah itu terletak di kawasan perbatasan Darul Harbi, pungutan atas harta mereka di di tetapkan dalam perjanjian damai dengan penduduk wilayah itu saat mereka masuk dalam wilayah negara Islam adalah berbentuk sepersepuluh. Untuk itu, ketetapan tersebut harus di catat dalam Diwan tentang perjanjian. Pungutan atas lahan ini bisa sepersepuluh,  atau seperlima, di tambah atau di kurangi. Jika besarnya pungutan yang di tetapkan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan barang  atau harta, harus di jelaskan                                                  19 Jizyah merupakan keharusan Kafir Dzimmi  yang tinggal di wilayah negara Islam membayar  zakat agar mendapatkan hak dan perlindungan sebagaimana masyarakat lainnya. Lihat Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi.... 126. 20 Al Mawardi, Al-Hakaamus-Sulthaaniyah...,398. 































117   secara detil dalam Diwan. Diwan yang mencatat batas-batas wilayah  serta mencatat pungutan yang sudah di lakukan atas wilayah  itu.21 Berdasarkan tugas dari lembaga Diwan dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan sangatlah kompleks, mulai dari menentukan batas wilayah hingga pengaturan umat yang ada di ruang lingkup negara Islam.  Pentingnya menjaga wilayah negara dan kawasan perbatasan menurut A’ala Al-Maududi sebagaimana yang di kutip H.A Djazuli berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat.  Adapun hak-hak rakyat yang berada di ruang lingkup negara, antara lain: pertama, perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. Kedua, perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Ketiga, kebebasan menyatakan  pendapat dan berkeyakinan. Keempat, terjamin kelas hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.22 Untuk menjaga dan memenuhi hak-hak rakyat maka di perlukan untuk menjaga wilayah negara yang di tempati oleh rakyat. Pentingnya menjaga wilayah negara dan kawasan perbatasan sudah di praktekkan pada masa Nabi Muhammad. Pada awal Islam, wilayah negara di bagi berdasarkan agama yang di anut, dalam hal ini adalah Mekah. Nabi Muhamad merupakan seorang politisi dan negarawan yang berhasil menjadikan wilayah negara menjadi satu kesatuan meskipun penduduknya tidak sepenuhnya beragama islam. Setelah  13 tahun nabi beserta sahabat menyebarkan agama islam di Mekah, kemudian melakukan hijrah ke Madinah                                                  21 Ibid.,399. 22Abu A’al Al-Maududi dalam H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana,2003), 64. 































118   dan membuat suatu pemerintahan Islam. Nabi Muhammad sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang berdaulat di Madinah yang terdiri dari daratan, lautan dan udara.23 Pasca  peristiwa Fathul Makkah, wilayah negara Islam semakin menyebar sehingga meliputi semenanjung Arabia.24 Nabi dengan kekuasaannya mampu mempersatukan wilayah dalam ikatan keagamaan. Dalam perkembangannya wilayah negara Islam semakin meningkat setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin dan kerajaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah ke berbagai wilayah di kawasan timur tengah dan sekitarnya. Agar wilayah negara kekuasaan bisa di atur, maka nabi mengutus para sahabat untuk menjadi pemimpin di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dengan banyaknya wilayah kekuasaan maka eksistensi Islam semakin meningkat. Beberapa para sahabat yang di kirim ke berbagai wilayah kekuasaan untuk mengatur wilayah negara dan menjaga kawasan perbatasan.  Berdasarkan pemaparan, dapat di tarik benang merah antara pengelolaan kawasan perbatasan darat di negara Indonesia dan negara Islam memiliki korelasi yang sama. Kesamaan itu terlihat dari adanya suatu badan yang di buat secara khusus untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pada dasarnya adanya lembaga yang di buat adalah untuk menjaga stabilitas wilayah negara. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan, antara lain:                                                  23 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah  (Jakarta: Sinar Grafika,2012). 52 24 Ismah Tita Ruslin,”Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015., 3.  































119   a. Dasar hukum pembentukan, pembentukan Diwan berdasarkan instruksi dari kepala negara (Khalifah), sedangkan koteks negara Islam berdasarkan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. b.  Tugas, untuk di ketatanegaraan Islam lebih kepada pengelolaan wilayah negara dan admistrasi negara, sementara konteks negara Islam fokus menangani kawasan perbatasan.         































  BAB III  KEWENANGAN PENGELOLA PERBATASAN KAWASAN  PERBATASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008  TENTANG WILAYAH NEGARA   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur secara umum mengenai pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam pengelolaannya berada di tangan pemerintah, daerah, masyarakat beserta lembaga BNPP.  A. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Kawasan Perbatasan Keberadaan pemerintah dan pemerintahan daerah, masyarakat serta lembaga BNPP sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara. 1. Pemerintah Pusat Menurut pusat atau di sebut pemerintah merupakan presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945”.1 Pemerintah menurut Titik Triwulan Tutik secara sempit di artikan sebagai badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan atau dengan kata lain bisa di sebut “administrasi negara.2Sementara menurut Victor M.Situmorang dan Cormentya                                                  1 Pasal 1 poin 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 2 Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. Ke-3,  (Jakarta: Kencana,2016), 107. 































67  Sitanggung pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara.3  Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menjaga wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Kewenangan yang ada di pemerintahan pusat antara lain:4 Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan; Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;  Kewenangan lain yang di miliki oleh pemerintah pusat dalam menjaga wilayah negara dan kawasan perbatasan Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan; Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan  pada jalur yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan; Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang di perlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal,imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut                                                  3Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggung, Hukum Administrasi Pemerintahan, (Jakarta:Sinar Grafika,1995),17. 4 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 































68  teritorial; Menetapkan wilayah udara yang di larang di lintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; Membuat dan memperbaharui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada dewan perwakilan rakyat sekurang-kurangnya lima tahun sekali; Menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah serta kawasan perbatasan. Kewenangan yang ada pada pemerintah pusat akan bisa terlaksana dengan adanya anggaran. Untuk itu dalam pasal 10 ayat (2) di sebutkan untuk  melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah pusat berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.5 Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah pusat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.6   Kewenangan yang di miliki pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan mencerminkan betapa luasnya kewenangan yang di miliki oleh pemerintah atau dalam hal ini lembaga eksekutif seperti yang termaktub dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang”.7                                                     5 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 6 Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 7 Kewenangan presiden menurut pasal 4 ayat (1) ujud 1945 sangat luas dan tidak terperinci, sehingga segala pelaksanaan pemerintahannya sedikit banyak bergantung pada presiden. Namun demikian bukan berarti presiden bisa bertindak semaunya, ada UUD 1945 yang berperan sebagai pembatasnya. Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, ( Jakarta: Sinar Bakti,1993), 112. 































69  2. Pemerintah Provinsi Pemerintah provinsi merupakan pemerintahan daerah berada di provinsi yang di kepalai oleh seorang gubernur. Keberadaan pemerintah provinsi terdapat dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan  daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan undang-undang”.8 Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan.  Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari:9 Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; Melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang di laksanakan pemerintah kabupaten/kota. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pasal 11 ayat (2) dalam menjalankan kewenangannya maka pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.10                                                  8 Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. 9 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 10 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 































70  3. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota merupakan lembaga tersendiri sebagai lembaga pemerintah yang di pimpin oleh seorang bupati.11 Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Menurut pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kewenangan pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: :12 Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; Menjaga dan memelihara tanda batas; Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Sama halnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dalam menjalankan kewenangannya pemerintah daerah kabupaten/kota juga menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 12 ayat (2), yang berbunyi: “dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana terdapat dalam ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan”.13                                                  11 Jimly Assidiqi,Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet ke-2,  (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MNRI, 2006), 300. 12 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Peraturan pemerintah merupakan aturan yang di buat sebagai pelaksana langsung ketentuan undang-undang. Penetapan  peraturan presiden di minta secara tegas oleh undang-undang. Lihat Jimly Assidiqi, Perihal Undang-Undang, (Jakarta:Rajawali Press,2011)., 78. 13 Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 































71  Wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 10, pasal  11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dalam pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.14 Dalam pelaksanaannya masih adanya sentralisasi kebijakan, dalam arti kebijakan pembangunan di tentukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah memverifikasi kebijakan dari pemerintah pusat.15 Kondisi tersebut berdampak pada lamanya pembangunan di kawasan perbatasan. 4. Masyarakat Masyarakat memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang di amanatkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara untuk mengembangkan kawasan perbatasan dan Menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan.16 Di harapkan kawasan perbatasan  bukan hanya memiliki status sebagai bagian dari wilayah negara, namun juga harus di kelola dan di manfaatkan sedemikian rupa baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitar kawasan perbatasan. Upaya membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan pemerintah bisa melibatkan masyarakat dalam mengelola kawasan perbatasan,                                                  14 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 15 Saru Arifin, Hukum  Perbatasan Darat Negara, (Semarang:Sinar Grafika,2014), 125. 16 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 































72  misalnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga patok batas, menjaga dan memanfaatkan lahan di kawasan perbatasan. Masyarakat juga bisa di jadikan sebagai sumber informasi mengenai kondisi kawasan perbatasan karena mereka yang lebih mengetahui kondisi real di kawasan perbatasan B. Lembaga Pengelola Kawasan Perbatasan Pengelolaan kawasan perbatasan secara kelembagaan berada di lembaga BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Keberadaan lembaga tersebut sesuai yang di amanatkan pasal 14 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. 1. Badan Nasional Pengelola  Perbatasan BNPP sebagai lembaga pengelola kawasan perbatasan  memiliki beberapa tugas pokok, antara lain: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; melaksanakan evaluasi dan pengawasan.17 Sedangkan fungsi BNPP sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 PerPres Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP, antara lain:  Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara; inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona                                                  17 Pasal 15 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 































73  perkembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; penyusunan program dan kebijakan pembangunan saran dan prasarana hubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan; penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kehadiran BNPP menjadi ujung tombak dalam pengelolaan kawasan perbatasan atau dengan kata lain menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas mengelola kawasan perbatasan. Lembaga-lembaga atau instansi yang awalnya ikut memberi perhatian pada kawasan perbatasan harus menginduk pada BNPP. Dengan demikian, tugas dan fungsinya tidak boleh bentrok dengan tugas dan fungsi BNPP. Lembaga-lembaga lain harus bekerja sama dengan BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan terutama dalam pembangunan kawasan perbatasan. Lembaga BNPP adalah suatu lembaga yang besar, terlihat dari komposisi keanggotaannya hampir keseluruhan Kabinet “kerja” masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.18 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap (Sekretariat BNPP) yang berkedudukan di kementrian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.19 BNPP                                                  18 Lihat Pasal 6 PerPres No. 44 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012  tentang BNPP. 19 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 































74  dibentuk sebagai respons atas situasi serta tuntutan kebutuhan dalam upaya mempercepat penanganan ketertinggalan di kawasan perbatasan. Dengan demikian, BNPP di beri kekuasaan besar dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan.20  Anggaran pembelanjaan operasional  BNPP di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran BNPP.21 Sedangkan pendanaan untuk pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara dibebankan pada bagian anggaran kementrian/ non- kementrian terkait, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di koordinasikan oleh BNPP.22 2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri No. 140 tahun 2017 tentang pembentukan BPPD bahwa pembentukan BPPD provinsi harus di atur dalam peraturan daerah.23 Namun hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan perbatasan dan pembentukan badan pengelola perbatasan daerah masih belum di bentuk. Dengan demikian, permasalahan perbatasan di provinsi Kalimantan Barat berada pada Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Kalimantan Barat. BPKPK resmi di bentuk setelah adanya peraturan daerah provinsi Kalimantan Barat No. 10 tahun 2008 tentang                                                  20 Saiman,”Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2017), 149. 21 Pasal 20 ayat (1) PerPres No. 44 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012  Tentang BNPP. 22 pasal 20 ayat (2) PerPres No. 44 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012  Tentang BNPP. 23 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri No. 140 tahun 2017 tentang Pembentukan BPPD. 































75  susunan organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat (tambahan lembaran daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2008, Nomor 8).24 Tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini di atur dengan peraturan gubernur Kalimantan Barat No. 65 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan pengelola kawasan perbatasan dan kerja sama (BPKPK) provinsi Kalimantan Barat (berita daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 nomor 65), antara lain: 25 penyusunan program bidang kerja sama; menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama antar daerah; menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan dan teknis di bidang kerja sama sub regional; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kerja sama; pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama; pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pembinaan dan pengawasan di bidang kerja sama pada kabupaten/kota; pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kerja sama; pelaksanaan tugas lain di bidang di bidang kerja sama yang di serahkan oleh kepala badan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKPK memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan perbatasan. Kewenangan yang di miliki BPKPK, antara lain:26melakukan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan secara fisik                                                  24 Chairil Effendy,Dkk, Laporan Penelitian, Kewenangan...,V-7. Menurut pasal 2 peraturan daerah provinsi Kalimantan Barat No. 10 tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat, BPKPK termasuk ke dalam lembaga teknis daerah provinsi. 25 Ibid., V-7. 26 Ibid., 































76  atau pembangunan prasarana yang di perlukan untuk menunjang pengelolaan kawasan perbatasan; melakukan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi penataan kawasan dan pengembangan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat perbatasan dan kerja sama; melakukan kerja sama dengan bidang perbatasan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Badan Pengelola Perbatasan kabupaten/Kota Selain pembentukan lembaga pengelola perbatasan di daerah provinsi, juga di bentuk lembaga daerah di kabupaten/kota. Menurut pasal 3 ayat (1) bahwa setiap negara yang memiliki kawasan perbatasan dengan antar negara maka di bentuk BPPD. Namun dalam pasal 3 ayat (2) di sebutkan bahwa dalam pembentukannya harus di atur dalam peraturan daerah. Sementara hingga saat ini di kabupaten Sambas belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan BPPD. Penanganan kawasan perbatasan kabupaten Sambas tugas dan fungsinya masih menjadi  tugas bagian sekretariat daerah kabupaten Sambas khusus  menangani kawasan perbatasan.27Bagian inilah yang mengurus kawasan perbatasan yang ada di kabupaten Sambas, memberikan informasi mengenai kondisi kawasan perbatasan di kabupaten kepada atasan atas instruksi atasan, serta membuat kebijakan dalam mengelola kawasan perbatasan. Adapun tugas dari sekretariat daerah kabupaten Sambas bagian kawasan perbatasan menurut pasal 56 peraturan Bupati Sambas  nomor 31 tahun 2016                                                  27 Pasal 35 Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. 































77  tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Sambas adalah: menyiapkan bahan perumusan kebijakan; koordinasi, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi di bidang pengelolaan batas negara; pengelolaan potensi wilayah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Sementara fungsi sebagaimana menurut pasal 57 Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, antara lain: Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan betas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten; Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten; Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten; Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 































78  Keberadaan badan pengelola perbatasan di daerah hanya sebatas memberikan usulan mengenai pembangunan kawasan perbatasan, memonitoring perkembangan pembangunan kawasan perbatasan yang di lakukan oleh pemerintah pusat serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan dan pembuatan kebijakan di kawasan perbatasan. Kewenangan yang di miliki oleh pengelola daerah tidak akan berdampak pada pembangunan kawasan perbatasan karena untuk membuat kebijakan dan sebagainya harus menunggu koordinasi dari pusat. Sementara pemerintah pusat tidak mengetahui real di lapangan kondisi kawasan perbatasan. Pada akhirnya berpengaruh pada lambanya pembangunan di kawasan perbatasan. C. Permasalahan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kalimantan Barat  Indonesia dan Malaysia secara geografis berdekatan merupakan negara serumpun yaitu rumpun Melayu. Menurut teori geopolitik bahwa negara yang bertetangga umumnya memiliki kemiripan, seperti etnis, budaya, agama, pengalaman sejarah.28 Kedua negara ini mempunyai kepentingan timbal balik yang tinggi. Di samping itu, juga sering terjadi sengketa perbatasan karena kedua wilayah ini memiliki kawasan perbatasan sejauh 2.004 KM, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas, nasionalisme dan kedaulatan NKRI.29                                                   28 Siti Muti’ah Setyawati dan Dafri Agus Salim, “Security Complex Indonesia-Australia Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 19, No. 2, (November 2015),118. 29 Saiman,”Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2017), 143. 































79  1. Aturan Hukum penetapan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kalimantan Barat  Batas wilayah negara merupakan manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara. Penentuan kawasan perbatasan suatu negara harus berdasarkan kesepakatan antar kedua negara yang berada berdekatan. Secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi dasar penetapan perbatasan menurut Adi Sumardiman yang di kutip Suryo Sakti Hadiwijoyo, yaitu:30 Pertama, ketentuan tak tertulis, berdasarkan pengakuan para pihak berwenang di kawasan perbatasan dengan berbagai petunjuk yang digunakan. Batas wilayah yang di gunakan sebagai patokan masih menggunakan keadaan kondisi alam, seperti parit, sungai, pohon besar, bukit atau gunung, jalan, dan lainnya. Kedua, Ketentuan tertulis maksudnya ketentuan atau kesepakatan yang sudah di setujui kemudian di masukan ke dalam sebuah dokumen tertulis. Ketentuan tertulis di gunakan sebagai dasar penentuan perbatasan baik berupa peta maupun naskah-naskah perjanjian yang di buat oleh pejabat yang berwenang. Naskah-naskah perjanjian di sertai dengan otentifikasinya dalam bentuk tanda tangan serta keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya sebagai penguatan dari kesepakatan tersebut. Perjanjian-perjanjian tertulis yang di lakukan untuk menentukan batas wilayah negara menjadi acuan dalam menentukan wilayah negara. salah satunya perjanjian antara Belanda (menguasai Indonesia) dan Inggris                                                  30 Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, (Jogjakarta:Graha Ilmu, 2011), 77-79. 































80  (menguasai Malaysia). Inggris dan Belanda melakukan beberapa kali perjanjian dalam menentukan wilayah Indonesia dan Malaysia, antara lain:31 1) Perjanjian 1891 Perjanjian  1891 merupakan perjanjian bilateral antara Inggris dan Belanda yang di tuangkan dalam perjanjian. Konvensi ini dilakukan  untuk menentukan wilayah perbatasan pulau Kalimantan. Perjanjian yang di adakan tanggal 20 Juni 1891 yang kemudian di ratifikasi tanggal 11 Mei 1982 menjadi dasar penentuan wilayah kolonial Inggris di Malaysia dan wilayah kolonial Belanda di Kalimantan. Isi dari perjanjian ini adalah: 32 a). batas wilayah milik Belanda di pulau Kalimantan dengan wilayah Inggris di pulau tersebut 4º10’ lintang utara di pantai timur Kalimantan.  b).  batas wilayah berlanjut ke arah barat dari 4º10’ lintang utara mengikuti arah barat laut di antara sungai Simengaris dan sungai Sedang hingga mencapai titik koordinat garis bujur 117º lintang timur melewati garis lintang sejajar 4º20’ lintang utara. c). Batas wilayah di sekitar tanjung Dato’ yang berada di sekitar pantai barat Kalimantan mengikuti aliran air sungai menuju barat laut dan pantai barat utara tanjung Dato’, yang mengalir ke pantai barat menuju pantai selatan tanjung Dato’,dari pantai selatan menuju pantai timur 4º10’ lintang utara. d). Dari 4º10’ lintang utara pantai timur, garis perbatasan menyambung ke arah timur jajaran tersebut melalui pulau                                                  31 Lihat Jahawir Thontowi, “Hukum Dan Diplomasi Lokal Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia”, Jurnal Yuridika Vol. 30 No. 3, (Desember 2015)., 359-364. 32 Ibid., 359-360. 































81  sebatik (bagian pulau yang berasa di wilayah utara jajaran menjadi milik Inggris dan bagian selatah jajaran tersebut menjadi milik Belanda. 2) Perjanjian 1915 Perjanjian 1915 merupakan tandak lanjut dari kesepakatan sebelumnya. Kedua belah pihak membuat tim gabungan dalam menentukan titik batas wilayah. Pada kesepakatan ini di buat perjanjian yang mencantumkan peta yang diberlakukan di kedua negara. isi pokok dari MoU tahun 1915 adalah menetapkan titik patok baru sebagai batas kedua negara, diantaranya: a). dua patok yang berada di seberang sungai Pentjiangan yang di tandai dengan “G.P.1. b). satu patok di sisi kanan sungai Agisan yang di tandai dengan G.P.3. c). Satu patok di sisi sebelah kiri sungai Seboeda yang di tandai G.P.2.33 patok batas tersebut di buat sejajar dengan koordinat 4º10’ lintang utara yang sudah di sepakati di perjanjian sebelumnya. 3) Perjanjian 1928 Perjanjian 1928 menentukan secara terperinci mengenai penentuan wilayah Kalimantan di bawah kekuasaan Belanda dan Malaysia di bawah kekuasaan Inggris.  Dari perjanjian ini di hasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: survei yang sudah di lakukan oleh kedua belah pihak dalam menentukan masing-masing setelah di lakukan survei lapangan. Dari tugu tringualasi gunung api, di mana sebuah pilar sudah di dirikan, garis batas mengarah ke barat daya sejauh 450 m menuju ke sebuah titik di gunung api, di tempat sebuah pilar di dirikan. Selanjutnya garis ini mengikuti watershed                                                  33 Ibid., 360. 































82  menurun ke arah barat sejauh 650 m menuju sebuah titik di mana sebuah pilar sudah di dirikan. Selanjutnya ke arah utara 700 m hingga mencapai titik pada jalan setapak yang menghubungkan tugu astronomi Gumbang dengan Siding, di mana sebuah pilar sudah di dirikan. Selanjutnya mengikuti jalan setapak tersebut ke arah timur laut sejauh 500 m ke titik batu Aum, di mana sebuah pilar sudah di dirikan. Selanjutnya mengikuti garis lurus yang mengarah kira-kira ke barat laut sedikit ke utara ke aliran pertama, anak sungai Odong sejauh 600 m. Secara hukum internasional titik yang di hasilkan perjanjian tersebut dilakukan belum mengikat Indonesia.  Hal itu dikarenakan tiga alasan, Pertama, titik-titik dalam OBP tersebut belum di tuangkan dalam perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai perbatasan. Kedua, sebagaimana pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada di sebutkan bahwa “perjanjian yang menyangkut penetapan batas harus di sahkan DPR”.34 Sementara untuk penentuan ini belum di sahkan oleh DPR. Ketiga, apapun kesepakatan yang dihasilkan dalam penentuan perbatasan sewaktu-waktu bisa di batalkan jika lembaga tinggi negara tidak bisa menerima. Kesepakatan mengenai teknis tidak bisa mengesampingkan politik kedua negara.35 Namun demikian, perjanjian tersebut menjadi pijakan bagi Indonesia dan Malaysia menentukan batas wilayah hingga saat ini.                                                   34 Pasal 10 huruf b UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 35 Simela Victor Muhamad, “Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. III No. 20/II/P3DI, (Oktober 2011), 6. 































83  Kesepakatan yang di lakukan oleh Inggris dan Belanda mengenai penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia menjadi landasan dalam mengentukan wilayah negara. Secara umum terdapat dua peraturan di negara Indonesia mengenai wilayah negara, yaitu peraturan nasional dan peraturan internasional. a. Peraturan Nasional Negara Indonesia memiliki luas wilayah negara yang sangat luas. Di dalamnya terdapat kandungan sumber daya alam yang melimpah. Perlu membuat aturan hukum yang bersifat mengikat mengenai kedaulatan wilayah negara Indonesia. Terlebih letaknya yang berbatasan langsung dengan negara lain.  1) UUD Tahun 1945 Dalam pembukaan UUD tahun 1945 wilayah Indonesia di rumuskan secara singkat, padat dan luwes,yang berbunyi”...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indosensia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umpak darah Indonesia...”.36 Terlihat bahwa penegasan wilayah negara Indonesia di sampaikan tanpa menunjuk satu per satu pulau  atau wilayah serta batas-batasnya.  Penegasan mengenai wilayah negara kemudian di rumuskan dalam pasal 25A UUD tahun 1945 yang berbunyi “negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan                                                  36 Pembukaan UUD tahun 1945. 































84  wilayah yang batas-batasnya di atur dalam undang-undang”.37 Dengan rumusan ini Indonesia memilih untuk menjelaskan kondisi kewilayahan dalam merumuskan wilayahnya, di banding menyebutkan garis lintang dan garis bujur atau menyebutkan pulau mana saja yang termasuk dalam wilayah Indonesia ataupun penyebutan daerah yang menjadi wilayahnya.38 Penentuan batas seperti itu di anggap lebih efektif mengingat kondisi Indonesia yang merupakan negara berkembang serta wilayahnya yang sangat luas dan pulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis yang kompleks.  Wilayah negara yang dimaksud dalam UUD tahun 1945  menganut sistem:39 pengaturan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;  pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemajuan rakyat; desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia; kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu perlu adanya pengaturan wilayah secara nasional mengenai perairan, daratan/tanah, udara, ruang, sumber kekayaan alam dan lingkungannya.40 2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara hukum nasional yang di buat dalam rangka menjaga wilayah negara dan                                                  37 Pasal 25A UUD 1945. 38 Sobar Sutisna,Dkk, “Boundary Making Theory Dan Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia”, dalam Ludiro Madu, Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas:Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), 14.  39 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah...,63. 40 ibid.,64. 































85  kawasan perbatasan. UU ini di buat akibat belum tuntasnya mengenai penentuan garis batas suatu wilayah dengan negara lain yang berpotensi menjadi sumber permasalahan antara kedua negara di masa mendatang.41  Secara umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara berisi: pertama, gambaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan batasan yuridisnya serta pengaturan seperti pengertian kawasan perbatasan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kedua, pengaturan tentang lembaga yang berwenang dalam mengatur kawasan perbatasan. Ketiga, peran masyarakat dalam mengelola kawasan perbatasan.42 b. Peraturan Internasional Negara Indonesia mengakui adanya perjanjian internasional, terlihat dari pasal 11 (1) UUD 1945 dalam menentukan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.43 Dengan demikian, negara diperbolehkan untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara lain dalam hal kepentingan negara. Menurut pasal 1 bagian a UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijelaskan bahwa “perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang di atur dalam hukum internasional yang di buat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”44                                                  41 Nukila Evanty, “Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, No. 2 (Tahun 2004),122. 42 Lihat UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 43 Pasal 11 (1) UUD 1945. 44 UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 































86   Sementara menurut Mochtar Kusumaatmaja  perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus di adakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.45 Perjanjian internasional bisa terjadi jika memenuhi beberapa unsur, antara lain: kata sepakat/ kesepakatan, subjek hukum, berbentuk tertulis, objek tertentu dan tunduk pada hukum internasional.46 Hukum internasional dalam kaitannya dengan wilayah negara dan kawasan perbatasan berisi tentang kesepakatan antar kedua negara dalam menentukan batas wilayah kedaulatan. Pada dasarnya adanya perjanjian internasional adalah untuk menciptakan keteraturan dalam mengatur wilayah kedaulatan negara masing-masing. Karena dengan adanya perjanjian internasional/kesepakatan masing-masing negara akan bebas untuk mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya.  Beberapa perjanjian internasional yang di lakukan negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam menentukan wilayah negara, antara lain: 47 1) Memorandum of understanding (mou) antara Indonesia-Malaysia di Jakarta 26 November 1973. 2) Minutes of the first meeting of the joint Malaysia-Indonesia boundary committee di Kinabalu,Sabah,Malaysia 16 November 1974.                                                  45 Mochtar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Alumni,2003),84. 46 Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam..., 107-110. 47 Ibid., 160. 































87  3) Minutes of the second meeting of the joint Indonesia-Malaysia boundary committee di Denpasar , Bali, Indonesia tahun 7 Juli 1975. Dalam pelaksanaanya kawasan perbatasan di bagi menjadi dua sektor, yaitu sektor barat (antara Kalimantan Barat dan Serawak) dan sektor timur (Kalimantan Timur dengan Sabah).48 Dengan adanya perjanjian terbut kemudian di lakukan survei dari tahun 1975 sampai tahun 2000 di  lakukan pengukuran perbatasan darat di sepanjang Kalimantan Barat Sampai Kalimantan Timur. Hasil dari pengukuran di dapatkan bahwa terdapat 19.328 buah tugu batas yang terdiri dari tipe A,B,C dan D lengkap dengan koordinatnya. Selain itu juga terdapat field plan, traverse high plan (skala 1:5.000 dan 1:2.500, masing-masing sejumlah 1218 MLP (model lembar peta).49 2. Permasalahan di Kawasan Perbatasan  Permasalahan di kawasan perbatasan bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, namun juga ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam terkait dengan kedaulatan wilayah serta hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Semakin lama sumber kekayaan alam semakin terbatas sementara jumlah penduduk yang semakin meningkat.50 Dengan kondisi demikian, kawasan perbatasan menjadi sensitif timbulnya perselisihan atau konflik.                                                  48 Ibid., 49 Ibid., 161. 50 Ibid., 129. 































88  Permasalahan di kawasan perbatasan wilayah Indonesia dipetakan menjadi dua sebagaimana yang di sampaikan Lesperssi dalam seminarnya berjudul good practices in border management and border security, lesson, learned in new democracies pada bulan Maret tahun 2007, antara lain:51 Pertama, tidak lengkapnya landasan hukum nasional (Undang-undang perbatasan negara) dan internasional (kesepakatan bilateral maupun multilateral mengenai batas wilayah negara Indonesia). Upaya pengelolaan kawasan perbatasan dasarnya harus dengan melengkapi undang-undang tentang kawasan perbatasan baik secara nasional maupun internasional. Setelah aturan hukum di buat secara otomatis kawasan perbatasan  memiliki kekuatan. Sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh warga asing di kawasan perbatasan tidak akan bisa mengubah status hukum dari kawasan tersebut. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran akan kehilangan wilayah negara.  Kedua, tidak adanya pembagian wewenang yang jelas mengenai pengelolaan perbatasan negara. Selama ini terdapat kerancuan wewenang dalam mengelola kawasan perbatasan. Seperti yang terdapat dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota sedang pemerintah pusat hanya bertanggung jawab di pintu-pintu perbatasan  (border gate).52 Sementara UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan wewenang kepada TNI untuk menjaga keamanan di area                                                  51 Iva Rachmawati, “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI” dalam Ludiro Madu,Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas:Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), 89. 52 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 































89  perbatasan.53Adanya kesamaan wewenang antar lembaga menjadikannya kurang efektif dalam mengelola kawasan perbatasan. Untuk itu perlu ada koordinasi yang baik antar lembaga yang berwenang agar bisa sejalan dalam mengelola kawasan perbatasan. Sementara menurut menurut Jahawir Thontowi, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sering terjadi permasalahan atau pelanggaran hukum seperti tenaga kerja ilegal, klaim budaya/adat, pergeseran patok batas, nelayan ilegal.54 Selain itu juga terjadi penyeludupan, kegiatan terorisme, pengambilan sumber daya alam oleh negara lain serta penangkapan nelayan Indonesia.55 Permasalahan itu bisa terjadi sebagai akibat kurangnya pengamanan di kawasan perbatasan. Berdasarkan pendapat di atas dan temuan di lapangan bahwa  permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia desa Temajuk kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan Kucing Sarawak Malaysia, di petakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Pertama, permasalahan yang menyangkut kedaulatan bangsa  dan negara serta mekanisme pengelolaan wilayah perbatasan  antara lain:56 a. Masih seringnya terjadi pergeseran garis perbatasan, Sebagai akibat dari belum adanya kesepakatan mengenai batas wilayah.57 Selama ini Peletakan                                                  53 UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 54 Jahawir Thontowi, “Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia”, jurnal Yuridika Vol. 30 No. 3,( Desember 2015), 356. 55Nukila Evanty, “Urgensi Undang-Undang...,122. 56 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, (Jogjakarta:Graha Ilmu, 2011), xi. 57Lampiran Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. 































90  patok batas di lakukan berdasarkan konvensi yang dilakukan oleh Hindia Belanda dan Inggris serta MoU batas darat antara Indonesia dan Malaysia tahun 2000.58 Namun hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan. Permasalahan lain adalah panjangnya garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tidak sebanding dengan jumlah Patok atau batas negara. Hal ini dikarenakan bentuk medan yang kurang memadai penempatan patok batas. Masalah lain adalah rusak atau bergesernya patok batas sebagaimana yang terjadi di Camar Bulan desa Temajuk Kecamatan Paloh beberapa tahun yang lalu. Gambar 3.1.Patok Batas Yang Rusak Di Perbatasan Indonesia-Malaysia  (sumber: Koleksi Pemerintah Desa Temajuk) b. Maraknya beberapa pelanggaran hukum  yang terjadi di wilayah perbatasan, Pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan seperti penyeludupan kayu (Illegal Logging), TKI illagal, penyeludupan senjata api, yang pada akhirnya membahayakan kedaulatan bangsa dan negara. Pertahanan dan keamanan menjadi hal yang sangat sulit di tegakan di kawasan perbatasan.                                                  58 Lampiran Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.  































91  hal itu dikarenakan beberapa faktor, pertama, kondisi alam kawasan perbatasan yang luas dan mayoritas masih banyak hutan tidak sebanding dengan jumlah aparat yang di tugaskan di kawasan perbatasan. Kedua, kondisi kawasan perbatasan yang kurang mendapat distribusi barang dari kabupaten/kota sehingga atas kepentingan sosial dan ekonomi aparat bertindak seolah tidak mengetahui adanya praktek keluar masuk barang ilegal dari Malaysia agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Selain itu, pendataan juga kurang di lakukan oleh penjaga bagi warga yang keluar masuk. Hal inilah yang mempermudah untuk terjadinya pelanggaran. c. Belum dimanfaatkannya secara maksimal potensi sumber daya alam, budaya dan pariwisata yang ada di kawasan  perbatasan, Letaknya yang jauh dan infrastrukturnya belum memadai menjadikannya sulit untuk di jangkau. Hal ini berpengaruh pada kurangnya pemanfaatan potensi sumber daya alam,budaya dan pariwisata. Padahal desa Temajuk memiliki beberapa objek wisata, seperti pantai, hutan lindung dan sebaginya.  Gambar 3.2, Objek Wisata Pantai Maluddin dan Pantai Kelapa Dua di Desa Temajuk        (sumber: dokumentasi pribadi)  d. Belum sinkron pengelolaan perbatasan baik yang mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangan, Lembaga yang mengelola 































92  kawasan perbatasan adalah BNPP, namun keanggotaan terdiri dari berbagai lembaga negara dan non negara. dengan demikian tidak jarang terjadi konflik kepentingan antar sektor. e. Adanya kerusakan lingkungan akibat adanya berbagai kegiatan eksploitasi SDA, Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kurangnya penegakan hukum di kawasan perbatasan.  f. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung bagi pembangunan ekonomi regional dan nasional serta sarana dan prasarana sosial budaya untuk meningkatkan intelektual moral etika serta ketahanan budaya. Kedua, permasalahan yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat perbatasan, meliputi:59 a. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan secara umum masih terbelakang, masih termarjinalkan dalam segi ekonomi dan SDM sehingga mereka mudah terkontaminasi provokator untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengetahui maksud dan tujuannya. Isu kemiskinan, keterbelakangan,keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai akibat kurang mendapat perhatian dari pemerintah di berbagai aspek.  Tabel 3.1. Sarana Pendidikan, Kesehatan Dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Temajuk.  pendidikan kesehatan Mata Pencaharian Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah TK 2 puskesmas 1 tani 2022                                                  59 Ibid., 































93  SD 2 Dokter Praktek 2 nelayan 67 SMP 1 Dukun Bayi 5 pedagang 82 SMA 1 Pos KB 2 TNI 5 - - - - PNS 14 (sumber: Profil desa temajuk) Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sarana dan prasarananya masih sangat minim, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Hal ini berdampak pada kurangnya pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga akan menyebabkan ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, untuk meningkatkan perekonomian, sebagian besar penduduk memilih untuk menjadi TKI melalui jalur ilegal untuk menjadi buruh kasar di Malaysia. b. Kurangnya informasi terutama tentang peraturan perundang-undangan bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di kawasan perbatasan. selain itu juga karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi. c. Isu patriotisme dan ketahanan nasional, hal ini menyangkut jiwa nasionalisme dari masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Secara umum jiwa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan perbatasan cenderung berkurang karena mereka merasa di anak tirikan oleh pemerintah.  Kondisi demikian menjadikan daerah perbatasan perlu di kelola oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mengingat kawasan perbatasan 































94  selain merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah/daerah, daerah perbatasan juga mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggara aktivitas kepemerintahan.60 Serta merupakan pintu depan dari negara tersebut, sehingga untuk melihat maju tidaknya negara tersebut bisa dilihat dari bagaimana mengatur dan mengelola daerah perbatasan.   Posisi kawasan perbatasan juga harus diperkuat untuk menghadapi potensi sengketa wilayah dengan negara tetangga. Berbagai kasus telah di putuskan mekanisme hukum internasional telah menunjukkan pentingnya penguasaan efektif. Perlu adanya regulasi dan kebijakan dalam skala nasional sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.61   Perbatasan Indonesia dan Malaysia di desa Temajuk kecamatan Paloh sering terjadi  sengketa. Sengketa perbatasan terjadi karena beberapa alasan, Aung kemudian di klsifikasikan menjadi jenis sengketa di kawasan perbatasan. Meminjam pendapatnya JRV.Prescott, terdapat empat  jenis sengketa kawasan perbatasan, yaitu: Positional Dispute, Teritorial Dispute, Funcional Dispute, Transboundary Resource Dispute.62 Positional Dispute, sengketa yang terjadi akibat terdapat perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal  atau adanya perubahan di lokasi seperti perubahan tanda fisik  yang di gunakan sebagai batas wilayah dengan negara                                                  60 Ane Permatasari, “Otonomi Khusus Daerah Perbatasan..., 227. 61 Budi Hermawan Bangun, “Membangun Model Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Serawak (Suatu Studi Perbandingan)”,Jurnal MMH Jilid 43 No. 1, (Tahun 2014), 61. 62 Iva Rachmawati, “Diplomasi Perbatasan Dalam...,91. 































95  lain.63 Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat berdasarkan perjanjian yang di lakukan oleh Inggris (saat itu menguasai Malaysia) dan Belanda (saat itu menguasai Indonesia). Kedua negara ini memiliki persepsi yang berbeda dalam menginterpretasikan kesepakatan tersebut. Teritorial Dispute, sengketa yang terjadi ketika ada dua negara yang saling mengklaim suatu wilayah sebagai bagian dari wilayah negaranya.64 Hal ini biasa terjadi akibat alasan sejarah atau kepentingan geografis. Akibat perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan perjanjian yang di jadikan landasan penentuan batas wilayah, sehingga masing-masing negara memiliki ilustrasi peta masing-masing. Hal itu memicu terjadinya saling klaim antar kedua wilayah negara. Funcional Dispute, sengketa yang terjadi akibat kurang ketatnya pengawasan dan penjagaan sehingga mempermudah orang-orang atau barang untuk keluar masuk ke negara lain.65 Setiap kawasan perbatasan sudah di buat pos lalu lintas yang di jaga oleh TNI dan polisi perbatasan. Namun akibat kurang ketatnya penjagaan yang di lakukan, masih terjadi keluar masuk barang ilegal. Hal ini berpotensi terjadi kejahatan lintas negara, karena akan rentan terjadi berbagai pelanggaran, seperti ilegal logging, Human Trafficing, keluar masuk barang haram, dan lainnya.                                                  63 Ibid.,  64 Ibid., 65 Ibid.,  































96  Transboundary Resource Dispute, sengketa yang terjadi akibat adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang merugikan negara di perbatasan.66 Kurang baiknya pengelolaan terlihat maraknya terjadi pencurian sumber daya alam baik di darat maupun di laut. Di darat, masih terjadi pembalakan hutan secara liar dan adanya ilegal logging. Sementara di laut, terjadi illegal Fishing dengan modus menggunakan nelayan Indonesia. Caranya adalah nelayan Indonesia di beri modal untuk menangkap ikan oleh cukong asing. Hal ini tentu akan membebaskan cukong asing tersebut dari maslahat hukum. Kemudian nelayan tersebut harus menyerahkan hasil tangkapannya kepada cukong tersebut.67 Terjadinya permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia didesa Temajuk puncaknya saat adanya pengklaiman Tanjung Dato’ dan Camar Bulan oleh Malaysia. Permasalahan tersebut bermula dari laporan wakil ketua komisi I DPR, TB.Hasanuddin yang mengatakan telah terjadi  pencaplokan wilayah Indonesia seluas 1.400 hektare oleh Malaysia. Kemudian terjadi perusakan beberapa patok batas perbatasan. Menurut juru  bicara  Kementerian Luar  Negeri  Michael  Tene  yang mengatakan,  bahwa masalah Camar Bulan saat ini masih dalam tahap perundingan.  Pengkajian yang dilakukan Malaysia dilakukan karena Malaysia berpatokan pada perjanjian tahun 1975 di Kinabalu dan 1978 di Semarang. Adapun isi dari perjanjiannya adalah kedua negara setuju untuk membiarkan                                                  66 Ibid., 67 Chairil N Siregar, “Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, Dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur”, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 13, tahun 7, (April 2008), 362. 































97  wilayah di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan sebagai wilayah yang netral.68 Dengan demikian, permasalahan perbatasan di Camar Bulan di anggap sudah selesai. Namun Malaysia dengan sengaja memasukan kawasan tersebut sebagai Outstanding Boundary Problems (OPB) Camar Bulan ke dalam peta wilayah Malaysia.  Sengketa yang sering muncul di perbatasan tersebut tak jarang mengakibatkan rusaknya hubungan antar kedua negara. Kedua negara yang letaknya berdampingan sering terlibat konflik atau sengketa yang secara umum akan berakibat pada segala aspek kehidupan di negara masing-masing. Untuk itu di perlukan cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar kedua negara yang letaknya berdekatan dan sering terjadi sengketa. Menurut Laura Nader dan Harry F.Todd Jr, ada tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:69 a. Lumping it (membiarkan saja), pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutannya lebih mengambil jalan untuk mengabaikan saja masalah/isu yang terjadi. b. Avoidance (mengelak),pihak yang di rugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang membuatnya rugi. Dengan kata lain                                                  68 Fajar Tri Putranto, “Diplomasi Bilateral Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia ( Studi Kasus Camar Bulan,Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)”, jurnal Transformasi, Vol. 1 No. 28, (tahun 2015), 35.  69 Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013), 146-147. Sementara menurut pasal 33 ayat (1) piagam PBB penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui beberapa cara, yaitu: negosiasi (perundingan), Enquiry (penyelidikan), Good Offices (jasa-jasa baik), Mediation (mediasi), Consiliation (konsiliasi), Arbitration (arbitrase), penyelesaian sengketa menurut hukum, badan-badan regional, cara damai lainnya. 































98  pihak yang satu tidak melakukan hubungan lagi (mengelak) dengan pihak lawan agar tidak terjadi kembali lagi sengketa. c. Ceorcion (paksaan), satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Tindakan ini pada di dasari unsur paksaan dari satu pihak untuk menyelesaikan sengketa. Namun cara ini mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. d. Negotiation (perundingan), dua pihak yang saling konflik memilih untuk saling damai tanpa menghadirkan pihak ketiga. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dengan kesepakatan yang sudah di sepakati. e. Mediation (mediasi), cara yang di gunakan untuk menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini bertugas untuk mengambil jalan tengah agar konflik tersebut terselesaikan. f. Arbitration (arbitrase), dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga (atributor) dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari atributor tersebut. g. Adjudication (peradilan), pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini juga berhak membuat keputusan dan menegakan keputusan itu untuk dilaksanakan. Jika cara  negosiasi tidak bisa memberikan jalan keluar, kedua negara menempuh jalan pengadilan internasional sebagaimana yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan.70                                                  70 Pada kasus ini awalnya di tempuh jalan perundingan negosiasi, mulai dari perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus (Special Representative), Aziz Ikhasan Bachtiar, Penyelesaian Sengketa 































99  Cara penyelesaian sengketa juga terdapat dalam islam. Penyelesaian sengketa di lakukan dengan cara: a. Perwasitan (Hakam) Cara ini di lakukan nabi Muhammad saw. Dalam menyelesaikan sengketa antar suku di Madinah. Hal ini di singgung dalam pasal 23 dan 24 piagam Madinah. Yang berbunyi “bahwa dalam insiden-insiden dan perselisihan yang di khawatirkan akan mengakibatkan kerusakan, maka penyelesaiannya di rujukan/dikembalikan kepada Allah dan rasul-Nya.71 Penyelesaian sengketa dengan cara ini adalah dengan menghadirkan seseorang sebagai pengengah di antara kedua pihak yang bersengketa. Dalam hal ini yang di jadikan wasit adalah nabi Muhamad atas petunjuk Allah swt. b. Pengadilan Internasional Pengadilan yang mengadili persengketaan antar bangsa (pengadilan internasional) masih belum ada di zaman nabi. Dalam al-Qur’an ada ayat di tafsirkan sebagi isyarat akan adanya lembaga internasional yang bisa memaksakan keputusannya kepada negara yang bersengketa dengan menggunakan kekuatan senjata. Apabila negara tersebut membangkang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan internasional dalam hal yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.72                                                   Antara Indonesia Dan Malaysia Di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional, (Makalah,Staf dinas pengadaan TNI AL Mabesal Cilacap Jakarta),  14. 71 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta:kencana,2003)., 166. 72 Ibid.,169. 































100  Penyelesaian sengketa antara Indonesia-Malaysia mengenai kasus Camar Bulan dan Tanjung Dato’ di selesaikan dengan negosiasi. Cara negosiasi selain membutuhkan biaya yang relatif murah di banding harus membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional juga tidak berdampak pada kehilangan suatu wilayah negara karena relatif memakan waktu yang lama.  sehingga dalam waktu itu negara bisa memanfaatkannya untuk membenahi kawasan perbatasan. Dengan menggunakan pendekatan sosial, cara negosiasi di pilih agar hubungan kedua negara masih tetap terjalin dengan baik. Apalagi daerah Temajuk masih sangat tergantung pada Malaysia terutama dalam hal ekonomi (pemenuhan kebutuhan pokok yang sebagian besar di pasok dari Malaysia). Senada dengan yang di sampaikan menurut SBY dalam pidatonya pada Rabu  tanggal 1 September 2010 di Markas TNI Cilacap Jakarta Timur, bahwa negosiasi menjadi cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia-Malaysia, mengingat kedua negara ini memiliki hubungan yang cakupannya luas, mulai dari sejarah,budaya dan kekerabatan yang kuat, banyaknya TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia, banyaknya pelajar/mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia.73 Negosiasi yang di lakukan dengan menggunakan jalur diplomasi diplomasi sangat erat kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara damai. Adapun tujuan dari diplomasi bagi suatu negara adalah untuk pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik, dan                                                  73 Indiwan Seto, “Sikap SBY Dalam Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia Analisis Makna Pada Karikatur The Jakarta Post Versi Konflik Dengan Malaysia”,Jurnal Ilmu komunikasi, Vol II, No. 1, (tahun 2010),  79-80. 































101  integrasi teritorial.74 Negosiasi di lakukan melalui General Border Commite (GBT). GBT merupakan suatu lembaga atau badan komisi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang menangani masalah pengelolaan dan penyelesaian serta isu-isu seputar perbatasan.75                                                   74 Rendi Prayuda dan Syafri Harto, “ Strategi Indonesia Menghadapi Kebijakan Malaysia Di Wilayah Perbatasan Tahun 2006-2010”  Jurnal Transnasional, Vol. 4 No. 1, (Juli 2012) ,5. 75 Saru Arifin, Hukum  Perbatasan Darat Negara, (Semarang:Sinar Grafika,2014).,36. 































   BAB V PENUTUP  A. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang di lakukan terkait kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan darat di desa Temajuk kecamatan Paloh Kabupaten  Sambas Kalimantan Barat perspektif  fiqih Siya>sah Dustu>riah (studi pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara) dapat di tarik kesimpulan, di antaranya: 1. Dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat desa Temajuk kecamatan Paloh Kabupaten  Sambas Kalimantan Barat masih belum sepenuhnya menerapkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Hal ini terlihat dari masih terjadinya berbagai permasalahan di kawasan perbatasan baik yang menyangkut kedaulatan negara Indonesia maupun yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. hal ini tidak sesuai dengan tugas dari badan nasional pengelola kawasan perbatasan (BNPP), di antaranya: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Terjadinya berbagai permasalahan dikarenakan undak hingga saat ini belum di bentuk badan pengelola perbatasan di daerah sehingga koordinasi pengelolaan sangat lamban. Di lain hal pemerintah daerah akan hanya bisa bertindak setelah mendapat koordinasi dari BNPP.  2. Sementara dari segi Perspektif fiqih Siya>sah Dustu>riyah. Pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab kepala negara (Khalifah). 































121   Untuk melaksanakannya di bentuk suatu lembaga Diwan (Administrasi). Lembaga Diwan ini melakukan tugasnya, antara lain: Penentuan wilayah negara yang bisa membedakannya dari wilayah lain dan penentuan distrik-distriknya yang memiliki perbedaan status hukum; Kondisi setiap daerah harus diperjelas keberadaannya, apakah ia di taklukan melalui perang atau melalui jalan damai; Besarnya tanah Kharaj di daerah tersebut, apakah di dasarkan pada Muqasamah (paruhan hasil) tanamannya atau berdasarkan uang; Pendataan jumlah orang kafir Dzimmi di setiap daerah dan penetapan besarnya Jizyah di bedakan berdasarkan kondisi keuangan mereka; Jika salah satu daerah memiliki lahan pertambangan, maka harus di catat dalam Diwan (administrasi) jenis pertambangannya serta ulah jenisnya. Jika daerah berbatasan dengan Darul Harbi (negara kafir) dan harta kekayaannya berada di darul Islam, maka harta kekayaan mereka di ambil sepersepuluh secara damai.  Jika di lihat dari segi tugas, kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan antara di negara Indonesia dan koteks ketatanegaraan Islam terdapat suatu lembaga. Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, namun memiliki perbedaan dari cakupan tugas lembaga yang ada dalam ketatanegaraan islam lebih luas di bandingkan lembaga yang ada di negara Indonesia. B. SARAN Kajian tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 































122   tinjauan fiqih Siya>sah Dustu>riah belum banyak dilakukan. Selama ini kajian tentang kawasan perbatasan di fokuskan pada tinjauan hukum internasional saja. Penelitian ini juga hanya di fokuskan pada sejauh mana BNPP mengimplementasikan isi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara khususnya pasal 14  dan pasal 15 dalam mengelola kawasan perbatasan di desa Temajuk kecamatan Paloh kabupaten Sambas. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lain yang terkait dengan kawasan perbatasan di desa Temajuk dalam perspektif Islam. Rekomendasi penelitian selanjutnya, seperti peranan pemerintahan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan dalam tinjauan fiqh siyasah. Bisa juga sistem pengelolaan keuangan untuk kawasan perbatasan tinjauan siyasah maaliyah, atau efektivitas kajian Perda kabupaten Sambas dalam kemajuan perbatasan.  Pada dasarnya kajian-kajian tersebut sangat di perlukan dalam upaya menggali sejauh mana kebermanfaatan peraturan yang sudah di buat untuk menciptakan keteraturan. Selain itu juga untuk menggali keterkaitan pemerintahan yang ada sekarang dengan pemerintahan islam yang terjadi pada masa nabi, sahabat dan seterusnya.  
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